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Kasus pekerja yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh
perusahaan banyak yang tidak mendapatkan jaminan sosial. Ini tidak sejalan
dengan Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021
Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan. Penelitian ini
dilaksanakan di Kota Banda Aceh dan Aceh Besar. Masalah penelitian yang
diangkat ialah Pertama, bagaimana pemenuhan hak jaminan sosial bagi tenaga
kerja yang di PHK di Kota Banda Aceh dan Aceh Besar dilihat menurut Peraturan
Pemerintah Nomor 37 Tahun 20217, Kedua, bagaimana tinjauan asas keadilan
hukum terhadap pemenuhan hak jaminan kehilangan pekerjaan bagi tenaga kerja
di PHK di Kota Banda Aceh dan Aceh Besar?. Jenis Penelitian ini termasuk
penelitian yuridis empiris, menggunakan pendekatan conceptual approach.
Temuan penelitian menunjukkan bahwa pertama, pemenuhan hak jaminan sosial
bagi tenaga kerja yang telah di PHK menurut Peraturan Pemerintah Nomor 37
Tahun 2021 adalah setiap pekerja wajib diberikan hak jaminan sosial berupa
manfaat uang tunai, akses informasi pasar kerja dan pelatihan kerja. Akan tetapi,
hak jaminan sosial tersebut tidak dipenuhi oleh beberapa perusahan yang ada di
Kota Banda Aceh. Tidak terpenuhinya jaminan sosial tersebut dikarenakan
perusahaan tidak mengikutsertakan pekerja dalam program JKP. Kedua, Asas
keadilan hukum dalam pemenuhan jaminan sosial terhadap tenaga kerja yang
mengalami PHK dalam bentuk Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) adalah
bagian dari upaya mewujudkan keadilan hukum bagi pekerja. Pemerintah Kota
Banda Aceh melalui Dinas Tenaga Kerja memberikan sanksi pada perusahaan
yang tidak memenuhi hak pekerja dalam bentuk sanksi administrasi berupa
teguran tertulis ataupun sanksi tidak mendapatkan layanan publik sebagaimana
diatur dalam pasal 46 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021.
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TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 — Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Konsonan bahasa Arab dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan
huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian
dilambangkan dengan tanda, dan sebagiannya lagi dilambangkan dengan huruf
dan tanda sekaligus. Berikut daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf
Latin:

Huruf Nama Huruf Nama Huruf Nama Huruf Nama
Arab Latin Arab Latin
tidak . ] te (dengan
| ARE | dilam t'gg'; dll:r‘]m Ll @ | T titik
bangkan g di bawah)
zet (dengan
< Ba’ B Be b 7a z titik
di bawah)
Koma
- Ta’ T Te 'd ‘ain ‘ terbalik (di
atas)
& | S g | gstdengan s olicain Y. @ Ge
titik di atas) <
z | 5m J Je <@ | Fr - Ef
ha (dengan
z Ha’ h titik di ) Qaf Q Ki
bawah)
& | Kha Kh kadanha | & Kaf K Ka
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5 Dal D De J Lam | L El
. . . zet (dengan _
3
Zab 12 itk diatsy| © | M™ | M Em
) Ra’ R Er o Nin N En
B Zai Z Zet 9 Wau W We
o Sin S Es 2 Ha’ H Ha
o Syin Sy es dan ye s Hamzah| Apostrof
es (dengan
P Sad S titik di & Ya’ Y Ye
bawah)
de (dengan
P Dad d titik di
bawah)
2. Vokal

Vokal bahasa arab sama dengan bahasa Indonesia, yang mana terdiri dari
vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.
1) Vokal Tunggal
Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harkat, adapun

transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Nama Huruf Latin Nama
Fathah A A
Kasrah I I
& Dammah U U
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2) Vokal Rangkap
Vokal rangkap bahasa Arab lambangnya berupa gabungan antara harkat

dan huruf, adapun transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda Nama huruf Gabunganhuruf Nama
Slenn fathahdan ya>" Ai adani
3. fathahdan wa>u Au adanu

Contoh

& -kataba
;Fé - fa’ala
; > -Zukira

LAk -yazhabu
el -suila
(S kaifa
J$  -haula

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupaharkatdan huruf,
transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat Nama Huruf Nama
danHuruf danTanda
..\ ... | fathahdan ali>fatau a> a dan garis di atas
. va>’
5T kasrah dan ya>" i> i dan garis di atas
T d{ammah dan wa>u u> u dan garis di atas




Contoh:

-

JG - qala
& -rama
B -aqla

jj.:.’ - yaqiilu
4. Ta>’marbu>t}ah

Transliterasi untuk ta>" marbu>t}ahada dua:

1) Ta>’ marbu>t}ah hidup
ta>" marbu>t)ahyang hidup atau mendapat harkat fatkah,kasrah dan
d{ammah, transliterasinya adalah ‘t’.

2) Ta>’ marbu>t}ah mati
ta>" marbu>t)ahyang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya
adalah ‘h’.

3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta>" marbu>t}ahdiikuti oleh
kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu

terpisah maka ta> " marbu>t}ah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh: N
aall - t}alhah
Jakyizas - raud ah al-at}fal
- raud} atul at}fal
ERF AL - al-Madinatul al-Munawwarah

- al-Madinatul-Munawwarah

5. Syaddah (Tasydzd)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan degan
sebuah tanda, tanda Syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah
tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang

diberi tanda syaddah itu.



Contoh:

Gy - rabbana
J3 - nazzala
50 - al-birr
g - al-halj
Azl -nu’ ‘ima

6. Kata sandang
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu
(J), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang
yang diikuti oleh huruf syamsiyyah dan kata sandang yang diikuti huruf
gamariyyah.
1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah ditransliterasikan
sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /1/ diganti dengan huruf yang sama
dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf gamariyyah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf gamariyyah ditransliterasikan
sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik
diikuti huruf syamsiyyah maupun huruf gamariyyah, kata sandang ditulis
terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda
sempang.

Contoh:
Ja5) -ar-rajulu

sadl - as-sayyidatu
il - asy-syamsu
A - al-galamu
&xl - al-badi‘u

Xi



A - al-jalalu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof.
Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata.
Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan

Arab berupa alif.

Contoh: .
BEENE - ta’ khuziina
& 3 - an-nau’
s - syai'un
&) - inna
&yl - umirtu
K - akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah.
Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim
dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan
maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain
yang mengikutinya.
Contoh:

REB{ R B P - Wa inna Allah lahuwa khair ar-
razigin
- Wa innalldha lahuwa khairurrazigin
& Sl 5T 58 508 - Fa auf al-kaila wa al-mizan
Fa auful-kaila wal- mizan
BAEVPYY] - Ibrahim al-Khalil
Xii



Ibrahimul Khalil

B Loaslal has d oy - Bismillahi majrahda wa mursah
el o W e ds - Wa lillahi ‘ala an-nasi hijju al-baiti
St 4dl) g Ui - Man istata ‘a ilahi sabila

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam
transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti
apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: Huruf Kkapital digunakan untuk
menuliskan huruf awal nama diri dan permualaan kalimat. Bilamana nama diri itu
didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf

awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh: .
J3h0Y) 2ak ag - Wa ma Muhammadun illa rasul
o Bl a5 iy bl ) - Inna awwala baitin wud i ‘a linndsi
i85 Ladky gsdn - lallazi bibakkata mubarakkan
ol Q;\J L el oalg - Wa lagad ra’ahu bil-ufuq al-mubin

Wa lagad ra ahu bil-ufugil-mubini
el Wl Gy b sl L Alhamdv-lillahi rabbi al-‘Glamm
Alhamdu lillahi rabbil ‘alamin

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam
tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan
dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital
tidak dipergunakan.

Contoh:

Co A8yl (efal - Nasrun minallahi wa fathun garib

Xiil



Gaea 3 - Lillahi al-amru jami‘an

e oo 0K g - Wallaha bikulli syai ‘in ‘alim

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman
transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan limu Tajwid.
Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman

tajwid.

Catatan:
Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa
transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya
ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.

2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti
Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut.

3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia

tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.
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BAB SATU
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sistem jaminan sosial kerja merupakan suatu bentuk perlindungan yang
diberikan kepada pekerja serta keluarganya terhadap berbagai resiko pasar tenaga
kerja.! Pelaksanaan jaminan sosial kerja ini telah diatur secara sistematis di dalam
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
Undang-Undang inilah yang menjadi basis utama sistem jaminan sosial termasuk
di bidang ketenagakerjaan.

Berbagai program jaminan sosial kerja yang bersifat formal yang berjalan
di Indonesia adalah untuk karyawan sektor swasta, dikelola oleh PT. Jamsostek,
untuk pegawai negeri sipil, dikelola oleh PT. Taspen dan PT Askes, untuk
anggota TNI dan Polri, dikelola oleh PT. Asabri. Ruang lingkup program jaminan
sosial kerja terdiri atas empat program perlindungan pekerja, yaitu jaminan
kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, dan jaminan pemeliharaan
kesehatan.? Jaminan sosial kerja (workers social security) sebagai bentuk
perlindungan yang diberikan kepada pekerja serta keluarganya terhadap berbagai
resiko pasar tenaga kerja (labor market risks), seperti resiko kehilangan pekerjaan,
penurunan upah, kecelakaan kerja, sakit, cacat, lanjut usia, meninggal dunia, dan
lain-lain.®

Sampai saat ini, pemerintah berupaya untuk memenuhi hak pekerja berupa
jaminan sosial kerja. Salah satu bentuk pengembangan sistam jaminan sosial kerja

ialah dengan dibentuk program penyelenggaraan jaminan sosial berbasis jaminan

!Daniel P., Alex A., Asep Suryahadi, dan Sudarno Sumarto, Perlindungan Tenaga Kerja
Melalui Sistem Jaminan Sosial: Pengalaman Indonesia, (Jakarta: Lembaga Penelitian SMERU,
2003), him. iii.

2Siswanto Sastrohadiwiryo dan Asrie Hadaningsih Syuhada, Manajemen Tenaga Kerja di
Indonesia: Pendekatan Administratif & Operasional, Edisi Revisi, (Jakarta: Bumi Aksara, 2019),
him. 112.

3Daniel P., Alex A., Asep Suryahadi, dan Sudarno Sumarto, Perlindungan..., him. 1.
1



kehilangan pekerjaan melalui Peraturan Pemerintah No.37 Tahun 2021 Tentang
Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan. Kebaradaan program
jaminan kehilangan pekerjaan ini dimunculkan karena banyaknya pekerja-pekerja
yang kehilangan pekerjaannya pasca dilakukan pemutusan hubungan kerja (PHK)
oleh perusahaan.

Poin menarik dari aturan jaminan kehilangan pekerjaan ini adalah realisasi
dan penerimanya tidak diberikan kepada semua pekerja, akan tetapi hanya sebatas
pekerja yang sudah mengikuti asuransi sosial. Padahal, di dalamUndang-Undang
Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional sebenarnya telah
menyinggung tentang tenggung jawab negara dalam memenuhi hak pekerja pada
kasus kehilangan pekerjaan. Pada penjelasan pasal demi pasal disebutkan bahwa
sistem jaminan sosial nasional pada dasarnya merupakan program Negara yang
bertujuan memberi kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh
rakyat Indonesia. Melalui program ini, maka setiap penduduk diharapkanmampu
memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak apabila terjadi hal-hal yang dapat
mengakibatkan hilang ataupun berkurangnya pendapatan, karena menderita sakit,
mengalami kecelakaan, kehilangan pekerjaan, memasuki usia lanjut, atau pensiun
dalam pekerjaannya.

Jaminan sosial kerja merupakan bagian sistem perlindungan sosial (social
protection) yang memberi perlindungan tidak hanya kepada mereka yang bekerja
saja, tetapi juga kepada seluruh masyarakat. Di negara-negara maju jaminan sosial
tenaga kerja merupakan bagian terpenting dari sistem perlindungan sosial karena
hampir seluruh keluarga dalam masyarakat akan tercakup oleh program jaminan
sosial tenaga kerja. Akan tetapi, dalam negara-negara sedang berkembang seperti
Indonesia, jaminan sosial kerja formal hanya mencakup sebagian kecil keluarga

dalam masyarakat karena sebagian besar penduduk bergerak di sektor informal.*

*Ibid.



Penerima program jaminan kehilangan pekerjaan karena PHK yang diatur
di dalam Peraturan Pemerintah terdahulu hanya membatasi penerimanya kepada
pekerja yang sudah mendaftar asuransi. Pembatasan seperti ini tentunya tidak adil
sekiranya merujuk kepada hak setiap warga negara terutama pekerja untuk dapat
memenuhi pekerjaannya yang hilang. Pekerja yang mengalami keterbatasan saat
mengikuti asuransi sosial dengan membayar premi per bulannya tentu mengalami
kesulitan, dan terpaksa tidak mendapatkan program jaminan kehilangan pekerjaan
sebagaimana yang dikehendaki menurut Paraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun
2021.

Jaminan kehilangan pekerjaan (disebut JKP) dalam Peraturan Pemerintah
tersebut merupakan jaminan sosial yang diberikan pada pekerja atau buruh yang
mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) berupa manfaat uang tunai, akses
informasi pasar kerja dan pelatihan kerja. Pihak penerima program JKP tersebut
secara tegas dibatasi hanya kepada para peserta yang telah membayar iuran/premi
karena mengikuti asuransi sosial. Hal ini dapat dipahami dari ketentuan Pasal 1
angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021, bahwa peserta JKP sebagai
pihak penerima program tersebut ialah pekerja/buruh yang mempunyai hubungan
kerja dengan pengusaha dan telah terdaftar serta membayar iuran. Sementara itu,
Pasal 2 secara tegas mengemkakan bahwa pengusaha ‘wajib’ mengikutsertakan
pekerja/buruh sebagai peserta dalam program JKP.

Namun begitu, tidak semua pekerja dalam sebuah perusahaan mengikuti
asuransi sosial dengan pertimbangan tertentu dan juga alasan yang berbeda-beda.
Pekerja yang tidak terdaftar dan tidak membayar iuran asuransi sosial tentu tidak
sejalan dengan hak dasar bagi pekerja untuk mendapatkan jaminan sosial berupa
kehilangan kerja sebagaimana disinggung dalam Undang-Undang Jaminan Sosial
Nasional seperti telah disinggung sebelumnya.

Dilihat dari asas keadilan hukum maka aturan yang dimuat pada Peraturan

Pemerintah tersebut juga cenderung diabaikan. Hal ini ditemukan dari identifikasi



awal, bahwa aturan pembatasan penerima jaminan kehilangan pekerjaan hanya
terhadap peserta asuransi dan telah mendaftar serta telah membayar iuran adalah
bagian dari diskriminasi kepada pekerja lainnya, apalagi yang bergerak di sektor
informal. Pembatasan tersebut belum merealisasikan hak pekerja secara umum
dan tidak memenuhi asas keadilan hukum.

Penelitian ini di samping menelaah tentang ketentuan hukum yang berlaku
di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021, juga menganalisis kasus-
kasus hukum menyangkut pemberhentian perkeja atau PHK pekerja di beberapa
parusahaan di Banda Aceh. Berdasarkan temuan awal, pemutusan hubungan kerja
(PHK) telah banyak terjadi di Kota Banda Aceh maupun Kabupaten Aceh Besar.
Di antara keterangan yang diperoleh dari informan adalah PT. Hamparan Motor
Banda Aceh dan CV. Biomas Energy Aceh Besar. Menurut keterangan informan
berinisial SA, bahwa pihak PT. Hamparan Motor Banda Aceh pernah melakukan
PHK terhadap pekerja/karyawan. Sebelum adanya pemberhentian terlebih dahulu
diberikan surat peringatan kesatu (Spl) sampai dengan ketiga. Mengenai jaminan
sosial atau pesangon kepada yang mendapatkan Sp3 tidak diberikan.> Keterangan
lainnya dikemukakan oleh Cut Seri, selaku admin pada perusahaan PT. Hamparan
Motor Banda Aceh, bahwa pemberhentian pekerja sudah pernah dilakukan karena
pekerja tersebut melakukan kesalahan. Sebelum dilakukan pemberhentian, pihak
perusahaan memberikan surat peringatan sampai tiga kali peringatan. Sementara
itu, mengenai jaminan sosial tidak diberikan kepada pekerja yang sudah di PHK.®

Keterangan lainnya diperoleh dari informan bernama Risna, selaku Staff
Administrasi CV. Biomass Energy Aceh Besar.” Dalam penjelasannya disebutkan

bahwa pihak perusahaan memungkinkan melakukan pemberhentian (pemutusan

SHasil Wawancara dengan SA, PT. Hamparan Motor Banda Aceh, Tanggal 26 Agustus
2023.

Hasil Wawancara dengan Cut Seri, Admin pada PT. Hamparan Motor Banda Aceh, pada
Tanggal 26 Agustus 2023.

"Hasil Wawancara dengan Risna, selaku Staff Administrasi CV. Biomass Energy Aceh
Besar, pada Tanggal 5 September 2023.



hubungan kerja) sekiranya pekerja atau karyawan yang bersangkutan melakukan
kesalahan fatal. Perusahaan tidak menyediakan jaminan sosial apabila karyawan
tersebut sudah mendapatkan surat pemecatan, karena pemecatan pasti dilakukan
dengan alasan yang jelas yang tidak dapat diterima perusahaan.® Menurut Samsul,
selaku pekerja atau karyawan pada perusahaan tersebut, ia mengemukakan bahwa
pernah ada karyawan yang di PHK atau pemecatan. Pemecatan ini dilaksanakan
setelah sebelumnya diberi teguran secara berulang tetapi karyawan bersangkutan
tetap melakukan kesalahan yang sama. Karyawan yang sudah di PHK perusahaan
tidak mendapatkan pesangon atau jaminan sosial lainnya.’

Berdasarkan keterangan di atas, dapat dipahami bahwa kasus-kasus PHK
pekerja atau karyawan perusahaan banyak yang tidak mendapatkan jaminan sosial
atau sejenisnya seperti pesangon. Hal tersebut tentu tidak sejalan dengan materi
ketentuan persaturan perundang-undangan. Idealnya, hak pekerja yang sudah di
PHK harusnya mendapatkan jaminan sosialsebagaimana Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021. Apalagi dalam Pasal 2 sebelumnya
telah ditegaskan bahwa pengusaha wajib mengikutsertakan pekerja/buruh sebagai
peserta dalam program JKP, yang tujuan penyelenggaraannya adalah untuk dapat
mempertahankan derajat kehidupan yang layak di saat pekerja/buruh kehilangan
pekerjaan.

Terhadap permasalahan tersebut maka menarik untuk meneliti lebih jauh
mengenai aturan penyelenggaraan program jaminan kehilangan pekerjaan dalam
peraturan pemerintah dengan judul penelitian: Analisis Pemenuhan Hak Jaminan
bagi Tenaga Kerja yang Telah di PHK Ditinjau Menurut Peraturan Pemerintah
Nomor 37 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan

Pekerjaan (Studi Kasus di Kota Banda Aceh dan Aceh Besar).

8Hasil Wawancara dengan Risna, selaku Staff Administrasi CV. Biomass Energy Aceh
Besar, pada Tanggal 5 September 2023.

®Hasil Wawancara dengan Samsul, Karyawan Lapangan pada CV. Biomass Energy Aceh
Besar, pada Tanggal 5 September 2023.



B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian sebelumnya, maka permasalahan yang hendak diteliti
lebih jauh adalah:
1. Bagaimana pemenuhan hak jaminan sosial bagi tenaga kerja yang telah
di PHK di Kota Banda Aceh dan Aceh Besar Menurut Peraturan
Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program
Jaminan Kehilangan Pekerjaan?
2. Bagaimana tinjauan asas keadilan hukum terhadap pemenuhan hak
jaminan Kehilangan Pekerjaan bagi tenaga kerja yang telah di PHK di
Kota Banda Aceh dan Aceh Besar?

C. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pemenuhan hak jaminan sosial bagi tenaga kerja yang
telah di PHK di Kota Banda Aceh dan Aceh Besar menurut Peraturan
Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021.

2. Untuk mengetahui tinjauan asas keadilan hukum terhadap pemenuhan
hak jaminan kehilangan pekerjaan bagi tenaga kerja yang di PHK di
Kota Banda Aceh dan Aceh Besar.

D. Kajian Pustaka

Terdapat beberapa penelitian yang relevan dengan kajian skripsi ini, meski
tidak sama persis sebagaimana fokus yang akan dianalisis dalam penulisan skripsi
ini. Di antara kajian yang dimaksud dapat dipaparkan dalam tujuan penelitian di
bawabh ini:

Peneliti Nadia Putri Pratiwi, Hukum Tata Negara Program Magister (S2)
IImu Hukum, Pascasarjana Universitas Islam Riau Pekanbaru, tahun 2021, judul

penelitiannya adalah: Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum terhadap Pekerja



yang Kehilangan Pekerjaan Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 37 tahun
2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan-t® Hasil
penelitian ini menyimpulan bahwa perlindungan hukum bagi para pekerja yang
kehilangan pekerjaan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan cukup
memadai. Karena, kekuatan program jaminan kehilangan pekerjaan yang dibentuk
Pemerintah selain memberi rasa keamanan sosial terhadap eks pekerja,
Perbandingan program jaminan kehilangan pekerjaan di Indonesia dengan negara
lain terletak pada peraturan terkait dan dengan cakupan, persyaratan dan
kontribusi premi. Jaminan kehilangan pekerjaan atau unemployment insurance di
Indonesia dengan negara lainnya memiliki tujuan utama yang sama, yaitu untuk
mendukung secara finansial terhadap individu yang tidak memiliki pekerjaan
selama individu tersebut sedang mencari pekerjaan.

Peneliti Qori Fera Kusuma, Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas
Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, di
tahun 2021, judul penelitian yang di angkat adalah: Penerapan dan Pengawasan
Jaminan Sosial Bagi Pekerja Harian Lepas Sektor Jasa Konstruksi di Kota
Tangerang Selatan.!’ Hasil penelitiannya, pelaksanaan perlindungan jaminan
sosial pada pekerja harian lepas jasa konstruksi di Kota Tanggerang Selatan
belum sepenuhnya berjalanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Karena,
masih banyak perusahaan/penyedia jasa konstruksi yang belum melakukan
pendaftaran, penyampaian data atau pembayaran iuran. Berdasarkan data yang
ada, perusahaan/penyedia jasa konstruksi yang mendaftar proyeknya ke BPJS

®Nadia Putri Pratiwi, “Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum terhadap Pekerja yang
Kehilangan Pekerjaan Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 37 tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan™, (Skripsi Dipublikasikan),Program
Pascasarjana Universitas Islam Riau,Pekanbaru, 2021, him. vi.

1Qori Fera Kusuma, “Penerapan dan Pengawasan Jaminan Sosial Bagi Pekerja Harian
Lepas Sektor Jasa Konstruksi di Kota Tangerang Selatan”, (Skrpsi Dipublikasikan), Fakultas
Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2021, him. x.



Ketenagakerjaan masih sangat rendah, dimana tidak semua proyek pengadaan
konstruksi yang telah dilakukan melalui LPSE Kota Tangerang Selatan
mendaftarkan proyeknya ke BPJS ketenagakerjaan Kota Tangerang Selatan.
Terkait dengan konsekuensi yuridis yang diterima oleh perusahaan sektor jasa
konstruksi yang belum mengikutsertakan pekerja nya dalam program BPJS
Ketenagakerjaan, sejauh ini konsekuensinya hanya dikenakan sanksi administratif
berupa teguran tertulis yang diberikan oleh pihak BPJS Ketenagakerjaan Kota
Tangerang Selatan. Untuk sanksi administratif lainnya yakni, sanksi tidak
mendapatkan pelayanan publik tertentu sulit dilaksanakan karena sangat kontra
dengan aturan-aturan yang ada di suatu daerah.

Peneliti Humaira Dinda Pratiwi, Jurusan llmu Hukum Fakultas Syariah
Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru 2022
dengan judul penelitian yang ia angkat: Perlindungan Hukum bagi Pekerja
ternadap Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)
pada CV. Briliant Elektronik di Kota Payakumbuh Berdasarkan Undang-Undang
Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.'? Temuan di dalam penelitiannya
perlindungan hukum bagi pekerja terkait pelaksanaan Pemberlakukan Pembatasan
Kegiatan Masyarakat (PPKM) di CV. Briliant Elektronik yaitu tidak menerapkan
aturan PPKM yang berlaku keseluruhan seperti menuntut semua karyawan untuk
tetap bekerja dikantor dan masih longgarnya aturan mengenai protokol kesehatan
di tempat kerja. Ini tentu menjadi tidak terpenuhinya perlindungan hukum
terhadap pekerja di dalam bentuk keselamatan dan kesehatan pekerja yang diatur
di dalam Undang-Undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009. Upaya yang dapat
dilakukan untuk memenuhi permasalahan hak bagi pekerja saat pelaksanaan
Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) CV.Briliant

?Humaira Dinda Pratiwi, “Perlindungan Hukum bagi Pekerja terhadap Pelaksanaan
Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada CV. Briliant Elektronik di Kota
Payakumbuh Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan”, (Skripsi
Dipublikasikan), Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim
Riau, Pekanbaru, 2022, him. vi.



Elektronik ini yaitu ada kesadaran pekerja tentang pentingnya menerapkan
protokol kesehatan, dan kebijakan perusahan untuk mematuhi aturan PPKM.
Peneliti Nabila Athaya Putri, Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi
DKI Jakarta Program Studi Studi Kebijakan Publik. Judul tulisan: Implementasi
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 Tentang Program Jaminan
Kehilangan Pekerjaan Di Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi Dki
Jakarta.'® Hasil temuannya peserta program Jaminan Kehilangan Pekerjaan
dinilai belum eligible. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh Penulis
dengan Kepala Bidang Pelayanan Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Grogol,
ditemukan bahwa peserta yang mengajukan permohonan (claim) dinilai belum
eligible. Peserta dinilai eligible karena peserta yang mengajukan permohonan
(claim) dinilai belum memenuhi persyaratan pada bagian iuran maupun
kepesertaannya. Terdapat beberapa badan usaha yang belum mendaftar tenaga
kerja atau perusahaanya ke BPJS Ketenagakerjaan. Menurut staff di bagian seksi
pengawasan pelanggaran yang dilaksanakan perusahaan pada jaminan sosial
berupa perusahaan wajib belum mendaftar dan perusahaan daftar sebagian.
Peneliti Zellius Ragiliawan, Beni Teguh Gunawan, dengan judul: Jaminan
Kehilangan Pekerjaan (JKP) dalam Perspektif Belanja Negara. Dimuat di dalam
Jurnal: Ketenagakerjaan, Vol. 15, No. 1, Edisi Januari-Juni 2021.}* Di dalam
penelitian “ini disimpulkan bahwa Konsekuensi dari pemberlakuan aturan
mengenai JKP adalah potensi meningkatnya beban negara untuk alokasi iuran.
Berdasarkan analisis, pengeluaran pemerintah berpotensi bertambah dari tahun ke
tahun seiring dengan terus meningkatnya penduduk bekerja. Hasil analisis

menggunakan data BPS menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran iuran JKP

®Nabila Athaya Putri, “Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021
Tentang Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan Di Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi DKi
Jakarta”, (Skripsi Dipublikasikan),Program Studi Studi Kebijakan Publik, Jakarta Barat, Provinsi
DKI Jakarta, 2019, him. 193.

14Zellius Ragiliawan, Beni T.G,*“Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) dalam Perspektif
Belanja Negara”. Jurnal: Ketenagakerjaan, Vol. 15, No. 1, Edisi Januari-Juni 2021.
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yang bersumber dari pemerintah pusat berpotensi meningkat 28,39 persen per
tahun. Jumlah ini diprediksi akan terus meningkat seiring dengan semakin
tipisnya batas antara pekerja formal dan informal. Sebagaimana diketahui bahwa
semakin tingginya fleksibilitas waktu kerja dan waktu istirahat, pekerja informal
akan mengikuti pola pekerja formal, demikian pula sebaliknya. Sehingga secara
pola kerja, keduanya akan cenderung memiliki pola yang sama. Berdasarkan hasil
analisis, diperkirakan beban negara akan terus meningkat, terlebih pengaruh
inflasi dan kenaikan  upah minimum akan mendorong kenaikan upah
buruh/karyawan.

Peneliti Chintiya Oktaviani Silitonga, Solechan, dan Muhammad Azhar,
judul penelitian ialah: Prospek Pemberian Jaminan Kehilangan Pekerjaan Guna
Memberi Perlindungan Hak Pekerja dalam Sistem Hukum Ketenagakerjaan.®®
Dimuat dalam Jurnal: Administrative Law dan Governance Journal, Vol. 5, Issue
1, edisi March 2022. Hasil penelitiannya adalah kebijakan pemberian jaminan
kehilangan pekerjaan (JKP) belum sepenuhnya memiliki prospek yang baik dalam
melindungi pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja. Adanya
keharusan ikut serta dalam beberapa program jaminan sosial mengakibatkan tidak
sedikit pekerja akan terhalang menjadi peserta jaminan kehilangan pekerjaan.
BPJS Ketenagakerjaan dan Kementerian Ketenagakerjaan selaku penyelenggara
program jaminan kehilangan - pekerjaan (JKP) belum sepenuhnya siap
menyelenggarakan program jaminan kehilangan pekerjaan. Hal tersebut dapat
dilihat dari masih banyak pekerja yang menjadi responden termasuk narasumber
belum tersosialisasi sehingga belum memahami mengenai jaminan kehilangan

pekerjaan, berbagai produk regulasi telah terbentuk, tetapi petunjuk teknis (juknis)

15 Chintiya Oktaviani Silitonga, Solechan, dan Muhamad Azhar, “Prospek Pemberian
Jaminan Kehilangan Pekerjaan Guna Memberi Perlindungan Hak Pekerja dalam Sistem Hukum
Ketenagakerjan”. Administrative Law dan Governance Journal. Vol. 5, Issue 1, edisi March 2022.
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di BPJS Ketenagakerjaan belum tersedia, integrasi sistem belum rampung, dan
pelatihan SDM sebagai pelaksana layanan juga masih dalam proses.

Berdasarkan beberapa penelitian di atas, maka terdapat beberapa kesamaan
dan juga perbedaan kajian terdahulu dengan kajian ini. Dalam kajian di atas juga
membahas tentang konsep pemutusan hubungan kerja dan konsep JKP. Namun,
perbedaannya adalah kajian di atas tidak menyinggung tentang ketentuan PP No.
37 Tahun 2021, selain itu kajian di atas berbeda dengan kajian ini karena lokasi

penelitian ini dilakukan di Banda Aceh dan Aceh Besar.

E. Penjelasan Istilah
Penelitian ini memiliki beberapa istilah yang mesti dijelaskan, untuk tujuan
menghindari kesalahpahaman. Istilah yang dimaksudkan ada empat yaitu sebagai
berikut:
1. Hak Jaminan
Istilah hak jaminan tersusun dari dua kata. Hak artinya sesuatu yang ada
bagi seseorang dan harus dipenuhi oleh pihak lain. Hak juga bermakna milik,
kepunyaan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu, atau kekuasaan yang benar atas
sesuatu atau untuk menuntut sesuatu.*®Pakar hukum Islam, seperti Mushthafa
Ahmad Al-Zarga, menyatakan bahwa hak adalah kepemilikan yang ditetapkan
oleh syarak baik dalam bentuk kewenangan maupun pembebanan.!” Wahbah
Al-Zuhaili menyatakan hak adalah hubungan kepemilikan dengan objek yang
tertentu.'® Jadi, hak dalam pengertian penelitian ini adalah sesuatu yang mesti
dipenuhi, atau kekuasaan seseorang untuk memperoleh sesuatu.
Adapun kata jaminan merupakan bentuk derivatif dari kata jamin, artinya

melindungi atau menanggung, mengayomi, mengurus, membiayai, menjaga,

16Tim Redaksi, Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusta Bahasa, 2008), him. 387.
"Mushthafa Ahmad Al-Zarga, Madkhal ila Nazhariyyah Al-lltizam Al- ‘Ammah fi Al-Figh
Al-Islami, (Damaskus: Dar Al-Qalam, 1999), him. 19.

1Bwahbah Al-Zuhaili, Al-Figh Al-Islami wa Adillatuh, (Terj: Abdul Hayyie Al-Kattani
dkk), Jilid 4, (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), him. 364.
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menyandarkan, merawat. Kata jamin kemudian membentuk turunan kata yang
lainnya seperti penjamin (penanggung), menjaminkan, mempertanggungkan,
menyandarkan, terjamin (aman, selamat, meyakinkan, terjaga, terlindung), dan
keterjaminan (keterandalan, kredibilitas, leliabilitas), dan kata jaminan, artinya
agunan, gadai, garansi, pertanggungan, tangggungan, atau taruhan, menjamin
atau menanggung.*®

Istilah jaminan juga digunakan istilah “agunan” untuk pengertian yang
sama. Istilah jaminan adalah terjemahan bahasa Belanda, yaitu cautie ataupun
zekerheid, umumnya dimaknai sebagai cara kreditur menjamin dipenuhinya
tagihannya.?® Dalam istilah Inggris, istilah jaminan disebut guarantee,? atau
garansi.?? Dalam bahasa Arab kerap digunakan dengan beberapa istilah, seperti
rahn (jaminan hutang dalam hukum gadai), kafalah dan dhaman.?® Jadi, kata
jaminan dalam pengertian penelitian ini adalah sesuatu yang dapat menjamin
keberadaan sesuatu yang lainnya. Dalam konteks ini, jamina diarahkan kepada
hak jaminan bagi pekerja yang sudah di PHK.
2. Tenaga Kerja

Pengertian tenaga kerja dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Yang dimaksud dengan tenaga kerja
dalam undang-undang tersebut adalah setiap orang yang mampu melakukan
pekerjaan berguna menghasilkan barang dan/atau jasa, baik untuk memenuhi

kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Istilah tenaga kerja adakalanya

Tim Redaksi, Tesaurus Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 2008),
him. 214.

DJonaedi Efendi, Ismu Gunadi Widodo dan Fifit Fitri Lutfianingsih, Kamus Istilah
Hukum Populer, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), him. 41.

2John M. Echols dan Hassan Shadily, Kamus Indonesia Inggris, Edisi Ketiga, (Jakarta:
Gramedia Pustaka Utama, 1992), him. 233-234.

2Muhammad Syakir Sula, Asuransi Syariah: Konsep, Sistem Operasional, (Jakarta:
Gema Insani Press, 2015), him. 343.

BAndri Soemitra, Hukum Ekonomi Syariah dan Figh Muamalah di Lembaga Keuangan
dan Bisnis Kontemporer, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), him. 128.
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dikhususkan kepada mereka yang mencari kerja atau bagi mereka yang sedang
bekerja dan mereka yang pernah bekerja.?* Dalam konteks ini, yang dimaksud
tenaga kerja adalah bagi mereka yang pernah bekerja dan dikeluarkan dengan
alasan tertentu, atau pekerja yang telah di PHK.
3. PHK

PHK ialah singkatan dari pemutusan atau pengakhiran hubungan kerja.
PHK ini terjadi karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak
dan kewajiban antara pekerja dan perusahaan/majikan. Jadi, PHK adalah satu
tindakan memutuskan hubungan kerja yang dilakukan oleh pihak perusahaan
terhadap pekerja dan buruh pekerja.
4. Jaminan Kehilangan Pekerjaan

Istilah jaminan kehilangan pekerjaan dalam penelitian ini mengikuti apa
yang dimaksudkan pada Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 37
Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan
Pekerjaan, yaitujaminan kehilangan pekerjaan yang selanjutnya disingkat JKP
adalah jaminan sosial yang diberikan kepada pekerja atau buruh yang
mengalami Pemutusan Hubungan Kerja berupa manfaat uang tunai, akses

informasi pasar kerja, serta pelatihan kerja.

F. Metode Penelitian

Penelitian adalah sebuah proses yang dilakukan secara cermat dan teliti atas
suatu permasalahan tertentu untuk tujuan menemukan suatu kebenaran atau hanya
sekedar untuk memperoleh pengetahuan. Suatu hasil penelitian harus ditemukan
dengan objektif dengan menggunakan metode tertentu, pendekatan, jenis, sumber
data, dan analisis yang digunakan dengan menggunakan teori-teori yang dipilih
dan sudah ditentukan sebelumnya.

2Humalatua PR, Peran Serta Pekerja dalam Pengelolaan Perusahaan, (Jakarta: Yayasan
Obor Indonesia, 2002), him. xii.
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1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif di mana data dianalisis tidak
menggunakan data statistik tetapi menggunakan kajian konseptual. Umumnya,
basis penelitian hukum dibedakan menjadi dua jenis, yaitu penelitian hukum
normatif (yuridis-normatif) merupakan penelitian yang pada prinsipnya
meneliti hukum dari susut pandang norma-norma atau ketentuan di dalam
peraturan perundang-undangan tanpa ada upaya di dalam menganalisis secara
lebih kasus-kasus hukum yang ada dilapangan. Oleh karena itu, kajian yuridis
normatif lebih kepada kajian kepustakaan dan penelitian hukum sosiologis atau
empiris (yuridis-empiris) merupakan penelitian yang berfokus pada kasus-
kasus hukum yang di lapangan, dengan menjadikan norma hukum sebagai
dasar analisisnya. Jadi, dalam kajian yuridis-empiris melihat hukum yang
berlaku di masyarakat atau di dalam organisasi, perusahaan, lembaga dan
lainnya.® Dalam penelitian ini, jenis penelitiannya ialah penelitian hukum
empiris (yuridis-empiris). Penelitian hukum empiris yaitu menelusuri serta
mengkaji kasus-kasus hukum di lapangan, khususnya analisis pemenuhan hak
jaminan kepada tenaga kerja yang telah di PHK ditinjau menurut Peraturan
Pemerintah Nomor 37 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan
Kehilangan Pekerjaan dengan studi kasus di Kota Banda Aceh dan Aceh Besar,
yaitu terhadap perusahaan yang melakukan pemutusan hubungan kerja.
2. Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum mempunyai beberapa pendekatan, seperti pendekatan
kasus, pendekatan historis, pendekatan perundang-undangan, serta pendekatan
lainnya. Sehubungan dengan itu maka penelitian ini menggunakan pendekatan
konseptual atau conceptual approach. Pendekatan konseptual atau conceptual

approach dalam penelitian hukum ialah sebagai satu pendekatan yang beranjak

%Jonaedi Efendi, dan Johnny Ibrahim, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris,
(Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), him. 149.
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pada pandangan-pandangan atau doktrin yang sesuai dengan isu-isu hukum
(legal issue) yang sedang diteliti, sehingga pandapat(doktrin-doktrin) hukum
tersebut dapat dijadikan bahan dasar untuk menganalisis isu-isu hukum yang
dengan diteliti.?® Isu hukum yang dibahas di dalam kajian ini adalah isu hukum
mengenai analisis pemenuhan hak jaminan terhadap tenaga kerja yang telah di
PHK ditinjau menurut ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021
Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan. Sementara
itu studi yang dilakukan adalah di Kota Banda Aceh dan Aceh Besar
khususnya kepada Dinas Tenaga Kerja Banda Aceh, kemudian kepada
beberapa perusahaan yang telah melakukan PHK.
3. Sumber Data

Secara umum sumber data di dalam sebuah penelitian dibedakan menjadi
dua bentuk, yaitu sumber data primer yang digali dari lapangan, kedua sumber
data sekunder yang digali dari bahan kepustakaan.?’ Penelitian ini sepenuhnya
bersumber dari gabungan dua sumber yaitu data lapangan dan bahan pustaka.
Sumber data lapangan berasal dari wawancara sementara bahan kepustakaan
yang dipakai adalah sumber data sekunder, yang terdiri dari sumber-sumber
tertulis baik di dalam bentuk pendapat hukum, kemudian peraturan perundang-
undangan dan naskah putusan hakim, buku hukum, kamus hukum, dan bahan
kepustakaan lainnya.
4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian hukum empiris seperti yang berlaku pada kajian ini diungkap
dari data lapangan. Adapun data penelitian dilakukan dengan cara

wawancaradan studi dokumentasi:

%peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Cet. 13, (Jakarta: Kencana Prenada Media
Group, 2017), him. 133.

Z'Ibid.
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a. Wawancara. Wawancara merupakan proses menerima informasi melalui
pertanyaan yang diajukan peneliti dan jawaban dari informan. Informan
penelitian ini dibagi berasal dari tiga kategori, yaitu:

1) Dinas Tenaga Kerja Kota Banda Aceh

2) Perusahaan, 2 informan.

3) Tenaga kerja sebanyak 2 informan.

b. Studi dokumentasi. Studi dokumentasi merupakan data yang diperoleh
dari dokumen-dokumen yang terkait langsung dengan jaminan sosial dan
hak kerja, selain itu berupa dokumen surat pemberhentian kerja, selain
itu juga dalam bentuk foto dan video

5. Obijektivitas dan Validitas Data

Objektivitas data merupakan data yang diperoleh secara apa adanya dan
objektif. Data dikatakan memenuhi unsur objektivitas jika data memang sesuai
dengan keadaan atau situasi yang senyatanya tanpa ada interpretasi, tambahan
maupun komentar atas data tersebut. Sehubungan dengan itu, objektivitas data
penelitian ini merujuk pada pendapat-pendapat hukum yang otentik, asli serta
apa adanya tentang permasalahan penelitian ini, yaitu mengenai pemenuhan
hak jaminan kepada tenaga kerja yang telah di PHK ditinjau menurut Peraturan
Pemerintah Nomor 37 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan
Kehilangan Pekerjaan.

Validitas data merupakan kesesuaian antara hasil penelitian dengan data
yang ditemukan dalam objek penelitian. Data yang valid adalah data yang tidak
berbeda antara data peneliti dengan data sebenarnya. Sehubungan dengan itu,
maka validitas data penelitian ini adalah adanya kesesuaian antara penelitian
yang sudah dilakukan dengan data yang diperoleh langsung dari bahan hukum
primer yang sudah ditentukan. Meskipun ada interpretasi atas objeknya namun
tidak menghilangkan aspek validitas antara hasil penelitian dengan bahan data

yang telah ditentukan.
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6. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Banda Aceh dan Aceh Besar, secara
khusus pada perusahaan yang ada di Kota Banda Aceh dan Aceh Besar. Dalam
hak ini, perusahaan yang dimaksud adalah PT. Hamparan Motor Banda Aceh
dan CV. Biomas Energy Aceh Besar, di mana keduanya terdapat kasus pekerja
yang di PHK.
7. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses penguraian secara sistematis dan
konsisten terhadap gejala-gejala masalah yang diteliti. Bahan data penelitian
yang dikumpulkan dianalisis secara kualitatif, tidak menggunakan angka atau
data statistik namun menggunakan kekuatan teori dan konsep-konsep. Dalam
penelitian hukum empiris, data penelitian ini dianalisis dengan pola yang
bersifat descriptive-analysis. Analisis deskriptif berhubungan dengan apa yang
terjadi diupayakan untuk dijelaskan kembali sesuai fakta di lapangan,
sementara itu prespektif berhubungan erat dengan konsep ideal satu hukum
atau sesuatu yang seyogyanya.?® Di dalam konteks ini, analisis descriptif
bermaksud untuk menganalisis pemenuhan hak jaminan bagi tenaga kerja yang
di PHK di Kota Banda Aceh ditinjau menurut Peraturan Pemerintah Nomor 37
tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan.
8. Pedoman Penulisan

Penulisan penelitian dilaksanakan dengan berpedoman kepada penulisan
yang diterbitukan oleh Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri
Ar-Raniry Banda Aceh tahun 2018 yang telah direvisi pada tahun 2019. Teknik
penulisan bahasa Arab seperrti ayat Alquran mengacu kepada Alquran terbitan
Kementerian Agama tahun 2012, sementara kutipan hadis mengacu pada kitab
hadis sembilan imam, yaitu Shahih Al-Bukhari, Shahih Muslim, Sunan Abu

28peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum..., him. 41.
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Dawud, Sunan Al-Turmuzi, Sunan Al-Nasa’i, Sunan Ibnu Majah, Sunan Al-

Darimi, Musnad Imam Ahmad, dan Muwatta’ Imam Malik.

. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini disusun atas empat bab, yaitu pendahulun, landasan teoretis,
hasil penelitian dan pembahasan, terakhii penutup. Penulisan sistematika
bahasan ini dapat dikemukakan berikut ini:

Bab satu merupakan pendahuluan, yang terdiri atas latar belakang
masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah
dan metode penelitian, pendekatan penelitian, jenis penelitian, sumber data,
kemudian teknik pengumpulan data, objektivitas dan validitas data, teknik
analisis data, pedoman penulisan, sistematika pembahasan.

Bab dua kajian teoritis kajian teoritis hak jaminan sosial tenaga kerja, yang
terdiri dari tenaga kerja, pengertian hak jaminan sosial tenaga kerja, dasar
hukum jaminan sosial tenaga kerja, bentuk-bentuk jaminan sosial tenaga kerja,
hak jaminan sosial tenaga kerja menurut hukum Islam, pengertian jaminan
sosial dalam hukum Islam, dasar hukum jaminan sosial kerja dalam hukum
Islam, hubungan tenaga kerja dan perusahaan, dan teori keadilan hukum.

Bab tiga mengenai pemenuhan hak jaminan sosial bagi tenaga kerja yang
telah di PHK ditinjau menurut PP No. 37 Tahun 2021, terdiri dari gambaran
umum lokasi penelitian, pemenuhan hak jaminan sosial bagi tenaga kerja yang
di PHK di Kota Banda Aceh dan Aceh Besar ditinjau menurut Peraturan
Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021, dan analisis asas keadilan hukum dalam
pemenuhan hak jaminan bagi tenaga kerja yang telah di PHK di Kota Banda
Aceh dan Aceh Besar.

Bab empat merupakan penutup yang terdiri dari poin-poin kesimpulan dan

juga saran atau rekomendasi.



BAB DUA
KAJIAN TEORITIS HAK JAMINAN SOSIAL
TENAGA KERJA

A. Tenaga Kerja

Tenaga kerja merupakan tiap orang yang mampu melaksanakan pekerjaan
baik dalam dan di luar hubungan kerja, guna menghasilkan jasa atau barang untuk
memenuhi kebutuhan masyarakat.?- Dalam makna lain, istilah tenaga kerja juga
disebut dengan pekerja. Di dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional,
disebutkan bahwa tenaga kerja atau pekerja merupakan tiap orang yang bekerja
dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain.

Pekerjaan adalah sesuatu yang diterbitkan seseorang sebagai profesi,
sesuatu yang dilakukan seseorang dengan sengaja, dan kerja juga dapat diartikan
sebagai konsumsi energi dari aktivitas yang dibutuhkan seseorang untuk mencapai
tujuan tertentu.*°Pekerjaan merupakan kegiatan yang dinamis dan layak, tidak
lepas dari faktor fisik, psikis dan sosial, nilai yang terkandung dalam pekerjaan
sama dengan individu.

Asri Wijayanti menyatakan bahwa tenaga kerja adalah penduduk dalam
usia kerja (berusia 15-64 tahun) atau jumlah penduduk dalam suatu negara yang
dapat memproduksi barang dan jasa jika ada permintaan terhadap tenaga kerja
mereka dan jika mereka mau berpartisipasi-dalam aktifitas tersebut. Dilihat dari
segi keahlian dan pendidikannya, tenaga kerja dibedakan atas tiga golongan

yaitu:3!

Radhia Humaira, “Kerja Kooperatif dalam Perspektif Islam”, dalam Jabbar Sabil, dkk.,
Kesetaraan Gender dan Bekerja dalam Perspektif Alquran, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam,
2021), him. 124.

% Sumarsono dan Soni, Ekonomi Manajemen Sumber Daya Manusia dan
Ketenagakerjaan, Ghara lImu,Yogyakarta, 2013, him 14,

3L Asri Widjayani, Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi, Jakarta: Sinar Grafika,
2009, him 107.
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1. Tenaga kerja kasar adalah tenaga kerja yang tidak berpendidikan atau
rendahnya pendidikan dan tidak memiliki keahlian dalam suatu

pekerjaan.

2. Tenaga kerja terampil adalah tenaga kerja yang memiliki keahlian dari
pelatihan atau pengalaman kerja.
3. Tenaga kerja terdidik adalah tenaga kerja yang memiliki pendidikan

cukup tinggi dan ahli dalam bidang ilmu tertentu.

Jika tenaga kerja digolongkan berdasarkan status pekerjaanya, maka
tenaga kerja dapat digolongkan menjadi 3 kelompok juga, yaitu:

1. Pekerja Lepas, atau biasa disebut dengan freelance adalah orang yang
bekerja sendiri dan tidak berkomitmen pada suatu perusahaan.

2. Pekerja Kontrak, seorang yang dipekerjakan oleh satu perusahaan dengan
jangka waktu tertentu yang telah disepakati dalam perjanjian tertulis.

3. Pekerja Tetap, seorang yang dipekerjakan oleh satu perusahaan untuk
jangka waktu tidak tertentu.

Tenaga kerja merupakan istilah yang identik dengan istilah personalia,
didalamnya meliputi buruh. Buruh yang dimaksud adalah mereka yang bekerja
pada usaha perorangan dan diberikan imbalan kerja secara harian maupun
borongan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, biasanya imbalan kerja

tersebut diberikan secara harian.

B. Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Di Indonesia telah mengatur ketentuan mengenai sistem jaminan sosial
tenaga kerja atau jamsostek secara cukup rinci mengenai apa-apa yang menjadi
hak pekerja berikut dengan jaminan sosial yang harus diterima oleh tenaga kerja.
Di satu sisi, jaminan sosial ini adalah hak yang harus diterima pekerja dan di sisi
lain merupakan suatu kewajiban yang harus ditunakan oleh perusahaan di mana
pekerja itu melakukan pekerjaan. Untuk itu, pada pembahasan ini, akan

dikemukakan beberapa bahasan penting, di antaranya pengertian jaminan sosial
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tenaga kerja, dasar hukum jaminan sosial tenaga kerja, kemudian bentuk-bentuk
jaminan sosial tenaga kerja.

1. Pengertian Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Istilah jaminan sosial tenaga kerja atau dengan singkatan Jamsostek
telah dirumuskan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun
1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Disebutkan bahwa makna
jaminan sosial tenaga kerja adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam
bentuk santunan berupa uang sebagai penggantian sebagian dari penghasilan
yang hilang atau berkurang dan juga pelayanan sebagai akibat peristiwa atau
keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil,
bersalin, hari tua, dan meninggal dunia. Padal 1 angka 2 dalam undang-
undang ini juga disebutkan tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu
melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja, guna
menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Menurut Abdul Manan, ketentuan jaminan sosial bagi tenaga kerja ini
bukan hanya diperuntukkan kepada tenaga kerja yang bersangkutan, tapi juga
diberikan kepada keluarga tenaga kerja yang bersangkutan.®? Hal ini selaras
dengan ketentuan yang ditetapkan melalui Pasal 7 Undang-Undang Nomor 3
Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Artinya bahwa pengaturan
jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana yang diatur di dalam undang-undang
tersebut dapat diberikan kepada keluarga tenaga kerja yang bersangkutan, hal
ini berlaku sekiranya tenaga kerja tersebut mengalami kecelakaan kerja atau
meninggal dunia.

Keberadaan jaminan sosial tenaga kerja sebagai upaya perlindungan
hidup tenaga kerja disuatu perusahaan besar manfaatnya, oleh karena itu
sebagai langkah untuk menjamin hidup tenaga kerja, perusahaan sangat perlu

memasukkan tenaga kerja dalam program jaminan sosial tenaga kerja yang

%2Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, Cet. 5, (Jakarta:
Kencana Prenada Media Group, 2017), him. 118.
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dikelolah olenh PT. JAMSOSTEK. Karena perusahaan yang memasukkan
tenaga kerjanya dalam program Jamsostek adalah perusahaan yang
mempunyai pemikiran bijaksana dan telah bertindak:*
1. Melindungi para buruhnya sedemikian rupa dalam mencegah
kecelakaan kerja yang mungkin saja terjadi, baik karena adanya
pertukaran, maupun karena penempatan tenaga kerja pada proyek-
proyek di luar daerah dalam rangka menunjang pembangunan.
2. Mendidik para buruhnya agar hemat atau menabung yang dapat
dinikmatinya sewaktu-waktu terjadi suatu kejadian yang harus
menghadapkan pekerja dan keluarganya.
3. Melindungi perusahaan dari kerusakan kemungkinannya sangat besar,
karena terjadinya musibah yang menimpa beberapa karyawan, dimana
setiap kecelakaan atau musibah sama sekali tidak diharapkan.
2. Dasar Hukum Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Dasar hukum ketentuan jaminan sosial bagi tenaga kerja merujuk pada
beberapa aturan, mulai dari konstitusi Undang-Undang Dasar 1945,sampai
pada undang-undang yang berada di bawahnya. Berikut ini dapat disebutkan
satu persatu satunya berikut ini:

a. Ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Ketentuan
Pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945 tersebut mengatur mengena
pihak yang harus diterima oleh setiap warga negara terhadap pekerjaan
dan penghidupan yang layak.

b. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya
Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 dari
Republik Indonesia untuk seluruh Indonesia.

c. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-ketentuan
Pokok Mengenai Tenaga Kerja.

33 YW Sunindhia dan Ninik Widiyanti,Manajemen Tenega Kerja,Bima Aksara Jakarta,
1987, hal. 92
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d. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.
e. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga
Kerja.
f. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
g. Undang-UndangNomor40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial
Nasional.
h. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial.
i. Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan
Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan.
Berdasarkan ketentuan di atas, dapat dipahami bahwa regulasi hukum
di Indonesia cukup banyak mengatur ketenagakerjaan dan jaminan sosial bagi
para pekerja. Secara khusus, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang
Jaminan Sosial Tenaga Kerja adalah undang-undang yang mengatur tentang
jaminan sosial yang berhak diterima setiap pekerja di dalam suatu perusahaan
tertentu. Undang-undang tersebut dirumuskan menimbang beberapa aspek, di
antaranya bahwa pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila harus
dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan
pembangunan masyarakat seluruhnya selain itu juga mewujudkan masyarakat
yang sejahtera, adil, makmur, serta merata baik materiil maupun spiritual.*
Hal lainnya ialah dengan semakin meningkatnya peranan tenaga kerjadalam
perkembangan pembangunan nasional di seluruh tanah air dan juga semakin
meningkatnya penggunaan teknologi di berbagai sektor kegiatan usaha dapat
mengakibatkan semakin tinggi risiko yang mengancam keselamatan kerja dan
kesehatan serta kesejahteraan tenaga kerja, sehingga perlu upaya peningkatan
perlindungan tenaga kerja. Bahwa perlindungan tenaga kerja yang melakukan
pekerjaan baik dalam hubungan kerja maupun di luar hubungan kerja melalui

34Tuti Rastuti, Aspek Hukum Perjanjian Asuransi, (Yogyakarta: Medpress Digital, 2016),
him. 278.
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program jaminan sosial tenaga kerja, selain memberikan ketenangan kerja
juga mempunyai dampak positif terhadap usaha-usaha peningkatan disiplin
dan produktivitas tenaga kerja.
3. Bentuk-Bentuk Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Jaminan sosial tenaga yang diberikan kepada pekerja meliputi
beberapa kriteria. Dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3
Tahun 1992 Tentang Jaiminan Sosial tenaga Kerja disebutkan bahwa ruang
lingkup program jaminan sosial tenaga kerja dalam undang-undang tersebut
meliputi beberapa bentuk. Secara khusus, ketentuan mengenai batasan
jaminan tersebut terdiri dari empat aspek, yaitu penjaminan kecelakaan kerja,
jaminan kematian, jaminan hari tua, jaminan pemeliharaan kesehatan.
Sementara itu, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan disebutkan bebetapa
bentuk jaminan sosial tenaga kerja lainnya, di antaranya ialah bentuk jaminan
kesehatan, jaminan pensiun, dan jaminan kehilangan pekerjaan. Hal ini dapat
dipahami dalam penjelasan berikut:

a. Jaminan kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi berhubungan
dengan kerja, termasuk penyakit yang timbul karena hubungan kerja,
demikian pula kecelakaan yang terjadi di dalam perjalanan berangkat
dari rumah menuju tempat kerja, dan pulang ke rumah melalui jalan
yang biasa atau wajar dilalui. Sementara itu, dalam Pasal 1 butir ke 8
Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan
Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan dikemukakan bahwa jaminan
kecelakaan kerja atau JKK adalah manfaat berupa uang dan pelayanan
kesehatan yang diberikan di saat peserta mengalami kecelakaan kerja
atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.

b. Jaminan kematian atau JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan
ke ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan

kerja.
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c. Jaminan hari tua atau JHT adalah manfaat uang tunai yang dibayarkan
sekaligus pada saat Peserta memasuki usiapensiun, meninggal dunia,
atau mengalami cacat total tetap.

d. Jaminan pemeliharaan kesehatan atau jaminan kesehatan ataupun JKN
adalah jaminan yang berupa perlindungan kesehatan agar para peserta
memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam
memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap
orang yang telah membayarkan iuran jaminan kesehatan ataupun iuran
jaminan kesehatannya dibayar oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah
Daerah.

e. Jaminan pensiun atau JP adalah jaminan sosial yang bertujuan untuk
mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagipeserta atau ahli
warisnya dengan memberikan penghasilan setelah peserta memasuki
usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia.

f. Jaminan kehilangan pekerjaan yang selanjutnya disingkat JKP adalah
jaminan sosial yang diberi pada pekerja yang mengalami PHK berupa

manfaat uang tunai,akses informasi pasar kerja, pelatihan kerja.

C. Kajian Teoritis Mengenai Hak Jaminan Sosial Tenaga Kerja Menurut
Hukum Islam

Jaminan sosial tenaga kerja merupakan bagian dari bentuk hak mendasar
yang harus ditunaikan pihak perusahaan terhadap para pekerjanya. Dalam hukum
Islam, konsep jaminan sosial tenaga kerja pada dasarnya digunakan sebagai upaya
untuk memberikan perlindungan dan pemerliharaan (hifz) kepada pekerja. Untuk
memahami secara lebih jelas analisis hukum Islam terhadap jaminan sosial tenaga
maka di bawah ini akan dikemukakan beberapa poin penting, di antaranya adalah
pengertian jaminan sosial tenaga kerja, dasar hukum dan hubungan tenaga kerja
dengan perusahaan selaku pemberi kerja.
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1. Pengertian Jaminan Sosial dalam Hukum Islam

Istilah jaminan sosial dalam peristilahan hukum Islam disebut dengan
takaful al-ijtima '1.>° Kata takaful berasal dari kata takafala-yatakafalu, secara
etimologi atau lughawi berarti saling menjamin ataupun saling menanggung.*
Kata kafal artinya memperhatikan kebutuhan seseorang, atau pertanggungan
yang berbentuk tolong menolong.” Adapun kata kedua yaitu ijtima 7, berasal
dari kata ijtama’a, maknanya kemasyarakatan atau sosial.>® Ketika kedua kata
tersebut digabungkan menjadi takaful ijtima’r, maka dapat dimaknai jaminan
kemasyarakatan atau sosial, atau saling menanggung, tolong menolong dalam
kehidupan bermasyarakat.

Menurut istilah, jaminan sosial atau takaful ijtima mmemiliki beberapa
rumusan, di antaranya definisi yang dirumuskan oleh Muhammad Abu Zahrah
seperti dikutip oleh Syakir Sula, bahwa takaful al-ijtima 7 atau jaminan sosial
adalah setiap individu suatu masyarakat mendapatdan berada dalam jaminan
atau tanggungan masyarakat. Setiap orang yang memiliki kemampuan sebagai
penjamin dengan suatu kebijakan bagi setiap potensi kemanusiaan dalam satu
masyarakat sejalan dengan pemeliharaan kemaslahatan individu.3®

Menurut Ikit dan kawan-kawan, jaminan sosial artinya setiap individu
mempunyai hak untuk hidup dalam sebuah negara, serta setiap warga negara
dijamin untuk memperoleh kebutuhan mendasarnya masing-masing, ekonomi

Islam mempunyai tanggung jawab untuk mengalokasikan sumber daya alam

%Jaribah bin Muhammad Al-Haritsi, Fikih Ekonomi Umar bin Khathab, (Terj: Asmuni
Sholihan Zamakhsyari), Cet. 3, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), him. 285.

36Akmal Bashori, Hukum Zakat Wakaf: Dialektika Fikih, Undang-Undang, dan Magashid
Syariah, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2022), him. 96.

37Abdul Ghofur Anshori, Hukum Perjanjian Islam di Indonesia: Konsep, Regulasi dan
Implementasi, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018), him. 95.

38Achmad Warson Al-Munawwir dan Muh. Fairuz, Kamus Aran Indonesia Al-Munawwir,
(Surabaya: Pustaka Progressif, 2007), him. 349.

3Muhammad Syakir Sula, Asuransi Syariah: Konsep dan Sistem Operasional, (Jakarta:
Gema Insani Press, 2014), him. 33.
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guna meningkatkan kesejahteraan rakyat secara umum.“® Di dalam pengertian
lain, jaminan sosial atau takaful ijtima tialah sikap anggota masyarakat Islam
yang saling memikirkan, memperhatikan, dan membantu mengatasi kesulitan
anggota masyarakat Islam yang satu merasakan penderitaan yang lain sebagai
pederitanya sendiri dan keberuntungannya adalah juga keberuntungan lain.*

Berdasarkan beberapa definisi jaminan sosial di atas, dapat dipahami
bahwa konsep jaminan sosial di dalam perspektif hukum Islam pada dasarnya
ditujukan untuk memberikan perlindungan dan pemeliharaan bagi seseorang
di dalam anggota masyarakat mengenai kesejahteraan yang harus diterimanya
untuk kemaslahatan hidup di dalam kehidupan bermasyarakat. Jaminan sosial
atau takaful ijtima mmerupakan konsep yang dibangun untuk merealisasikan
kehidupan yang sejahtera, baik pemenuhan hak kesehatan, hak-hak berbentuk
materil misalnya gaji atau tunjangan bagi para tenaga pekerja.
2. Dasar Hukum Jaminan Sosial Kerja dalam Hukum Islam

Filosofi dari konsep jaminan sosial takaful ijtima radalah penghayatan
semangat saling bertanggung jawab, dan kerja sama serta perlindungan dalam
kegiatan sosial menuju tercapainya kesejahteraan umat serta persatuan dalam
masyarakat masyarakat.*? Islam mengajarkan kepada masyarakat untuk saling
menolong, bertanggung jawab secara sosial. Jaminan sosial dalam Islam pada
dasarnya telah terlembaga dalam beberapa konsep hukum, di antaranya adalah
melalui hukum zakat, sedekah, wakaf, dan semua pemasukan dan kas negara
lainnya yang ditujukan untuk menjamin kesejahteraan masyarakat.*> Untuk

itu, ajaran Islam terutama tentang muamalah dan konsep ekonomi pada

401kit, Artiyanto, dan M. Saleh, Jual Beli dalam Perspektif Ekonomi Islam, (Yogyakarta:
Gava Media, 2018), him. 30.

“Ma’ruf Abdullah, Hukum Keuangan Syariah pada Lembaga Keuangan Bank dan Non
Bank, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2016), him. 166.

42M. Cholil Nafis, Teori Hukum Ekonomi Syariah, (Jakarta: Universitas Indonesia Press,
2011), him. 211.

“W.A. Ghofur, dkk., Interkoneksi Islam & Kesejahteraan Sosial: Teori, Pendekatan dan
Studi Kasus, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2012), him. 137.
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dasarnya mengajarkan tentang tata cara dalam menciptakan kesejahteraan
masyarakat terutama melalui jaminan sosial tenaga kerja.

Dasar hukum jaminan tenaga kerja dalam Islam dapat dipahami dalam
beberapa ketentuan ayat Alquran dan hadis. Ketentuan ayat Alquran misalnya
dipahami dalam QS. Al-Taubah ayat 71:

Sy Ot Jak Sl Saddy S3his
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Artinya: - Dan orang-orang yang beriman laki-laki dan juga perempuan
sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain.
Mereka menyuruh (berbuat) yang makruf serta mencegah dari
perbuatan yang mungkar, melaksanakan salat, menunaikan zakat,
dan taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberikan rahmat
oleh Allah. Sungguh, Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. (QS.

Al-Taubah: 71).

Dalam beberapa penjelasan dikemukakan bahwa ayat tersebut adalah
dasar hukum yang sering digunakan sebagai dasar hukum konkret mengenai
jaminan sosial termasuk terhadap tenaga kerja. Di antaranya di dalam tulisan
Jumarni,** Sinta,*® dan Ruslan,* disebutkan bahwa ketentuan QS. Al-Taubah
ayat 71 merupakan salah satu ketentuan Al-quran yang menjadi dasar hukum
jaminan sosial tenaga kerja dan perlindungan terhadap para pekerja.

Menurut beberapa tafsir, di antaranya dalam tafsir Wajiz menjelaskan

sikap buruk orang-orang munafik disertai ancaman, sedang ayat ini

*Jumarni Hasan bin Juhanis A. Satrianingsih, “luran BPJS Kesehatan Menurut Hukum
Islam Naskah”, Journal of Students Research in Family Law, Vol. 1, No. 1, 2023, him. 19.

45Sinta Purnamasari, Ulya Kencana, Fatah Hidayat, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah
Terhadap Sistem Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kepada Pekerja di PT. Fortuna Marina Sejahtera
Palembang”, Jurnal Muamalah. Vol. 6, Desember 2020, him. 67.

%M. Rulian F., “Pemenuhan Hak Pekerja Perempuan di Bencoolen Mall Kota Bengkulu
dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif”, Jurnal Qiyas, Vol. 7, No. 2, Oktober 2022,
him. 151-157.
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menjelaskan kebalikannya, yakni hakikat orang-orang mukmin. Dan orang-
orang yang beriman, dengan iman-Nya yang sempurna, dari laki-laki dan
perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain dalam
hal-hal kebenaran dan kebaikan. Secara jelas dapat dilihat dalam sikap dan
perilakunya, yaitu mereka menyuruh berbuat yang makruf, dan mencegah dari
yang mungkar, melaksanakan salat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah
dan rasulnya. Mereka itulah yang akan senantiasa diberi rahmat oleh Allah.
Sungguh, Allah maha perkasa untuk melindungi mereka dengan rahmat-Nya,
maha bijaksana dalam setiap pemberian-Nya. Allah menjanjikan kepada
orang-orang mukmin yang benar-benar mantap imannya, dari kalangan laki-
laki dan perempuan, akan mendapatkan surga yang mengalir di bawahnya
sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya, dan mendapat tempat yang baik di
surga 'adn. Dan sesungguhnya keridaan Allah yang diperoleh di akhirat kelak
itu lebih besar daripada kenikmatan surga itu sendiri. ltulah keberuntungan
yang agung. Ayat ini mengajarkan bahwa tujuan hidup seorang mukmin
adalah menggapai keridaan-Nya, juga keberuntungan yang hakiki adalah jika
apa yang dilakukan dan dihasilkan itu bisa mengantarkannya menuju surga.*’
Maknanya bahwa setiap Individu baik laki-laki dan masyarakat dalam
kehidupan sosial kemasyarakatan manjadi penolong dan saling menanggung
antara satu dengan yang lainnya. Dalam konteks jaminan sosial tenaga kerja,
maka para pekerja dijamin keselamatannya, kesehatannya, dan semua
keperluannya termasuk di dalam pengupahan atas kerja yang sudah dilakukan
oleh perusahaan maupun tempat di mana dia bekerja. Jaminan sosial tenaga
kerja tersebut adalah bagian dari bentuk saling tolong menolong antara
sesama.

Adapun ketentuan hadis yang relevan dengan landasan hukum tentang
jaminan sosial tenaga kerja mengacu kepada ketentuan hadis Rasulullah Saw.

4’Kemenag RI, Tafsir Wajiz, Jilid 1, (Jakarta: Lanjah Pentashihan Mushaf Al-Qura’an,
2016), him. 534.
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Islam meletakkan dasar-dasar tentang jaminan keselamatan kerja dan jaminan
sosial pekerja yaitu aturan hukum perburuhan atau hubungan kerja, antara lain
adalah melaksanakan kewajiban bukan menuntut hak, lengkapnya mengenai
hak dan kewajiban majikan atau perusahaan dan pekerja. Majikan/pengusaha
berkewajiban memenuhi hak pekerja sesuai perjanjian yang telah disepakati
bersama.*® Majikan atau pengusaha dalam sebuah perusahaan tertentu wajib
mencukupkan makan minum tenaga pekerja, menyediakan tempat tinggalnya,
memberikan pendidikan dan tidak memberatkan pekerjaan buruh. Di samping
itu, perusahaan diperintahkan memperlakukan buruh seperti memperlakukan
dirinya sendiri.*® Hal ini sesuai dengan Sabda Nabi Saw dalam riwayat Imam
Al-Bukhari sebagai berikut:

s &dal P &0 50w Leg sy o &85
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Artinya: Dari Abu Dzar berkata: Saya pernah melihat atasnya memakai
pakaian serupa dengan sahayanya. Maka saya berkata padanya:

*8Mawardi Pewangi, “Hubungan Kerja, Ketenagakerjaan Perspektif Islam”. Jurnal Pilar:
Jurnal Kajian Islam Kontemporer. VVol. 01, No. 2, Desember 2010, him. 87-88.

“Ibid.

S0AbT ‘Abdillah Muhammad bin Isma’il al-Bukhari, Sahihal-Bukhari, (Riyadh: Bait al-
Afkar al-Dauliyyah Linnasyr, 1998), him. 1018.
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Apabila kamu mengambil kain itu untuk kamu kenakankemudian
kamu memberikan kain lagi untuk sahayamu (itu akan lebih baik),
Lalu Abu Dzar berkata: Bahwa dahulu aku dengan seorang laki-
laki terjadi cekcok, sementara ibu laki-laki itu ialah orang ajam
(non Arab) lalu aku menghinakannya. Kemudian laki-laki itu
mengadu pada Nabi Saw, maka beliau bersabda kepadaku: Apakah
kamu habis menjelekkan fulan?, jawabku: Benar. Beliau tanya lagi:
Apakah kamu juga menghinakan ibunya?, jawabku; Benar. Beliau
bersabda: Sungguh di dalam dirimu masih terdapat sifat jahiliyah.
Aku pun berkata: Apakah saya masih memiliki sifat jahiliah
padahal aku sudah tua?. Beliau menjawab: Ya, benar, mereka
adalah saudaramu dan paman-pamanmu yang dititipkan oleh Allah
di bawah pengurusanmu, siapa punya saudara yang masih dalam
pengurusanya, agar dia diberi makan seperti yang ia makan, diberi
pakaian seperti ia kenakan. Jangan kamu bebaninya diluar batas
kemampuannya. Jika kamu membebaninya, bantulah ia dalam
menyelesaikan tugasnya.

Kewajiban perusahaan selaku pihak pemberi kerja kepada tenaga kerja
bukan hanya dalam bentuk pemenuhan hak berupa upah pekerja, namun harus
berlaku dan bersikap baik kepada pekerja tidak membenani pekerja yang tidak
sesuai dengan kemampuannya. Hukum Islam menetapkan adanya kewajiban
untuk saling menolong di antara sesama, termasuk antara pekerja dengan para
pekerja atau buruh. Hal ini dilakukan semata-mata untuk merealisasikan aspek
nilai dan prinsip syariah, yaitu kesejahteraan dan kemaslahatan kepada tenaga
kerja.

Hukum Islam juga menetapkan adanya kewajiban pemerintah dalam
membentuk kebijakan hukum harus didasarkan semata-mata untuk kebaikan
dan kemaslahatan masyarakat. Kebijakan hukum ataupun legal policy dalam
ajaran Islam memberikan kebebasan kepada pemerintah untuk merumuskan
dan membuat kebijakan sesuai kemaslahatan. Hal ini dapat dipahami dalam
salah satu kaidah fikih sebagai berikut:



32

lisdall by ae)) e sboY) Oy

Artinya:  Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah terhadap rakyatnya ialah
harus semata-mata untuk menggapai kebaikan dan kemaslahatan”.

Hukum Islam memberikan peluang cukup besar membentuk kebijakan
hukum, bahkan kebijakan hukum yang mengandung kemanfaatan, kebaikan,
dan kemaslahatan menjadi aspek yang wajib direalisaikan pihak pemerintah
terhadap semua masyarakat.®? Dalam kontekspembentukan hukum mengenai
jaminan sosial, pemerintah dapat membentuk ketentuan perundang-undangan
mengenai hubungan ataupun relasi antara perusahaan dengan pekerja, sistem
upah dan juga membentuk aturan yang khusus mengatur jaminan sosial tenaga

kerja. Hal ini semata-mata direalisasikan untuk menggapai kemaslahatan.

D. Hubungan Tenaga Kerja dan Perusahaan

Hubungan atau relasi di antara tenaga kerja dan perusahaan dalam hukum
Islam maupun hukum positif sama-sama diposisikan sebagai pihak yang memiliki
hak dan kewajiban. Pola hubungan antara keduanya bersifat patron-klien. Relasi
patron-klien adalah hubungan klien dengan pelindung ataupun pihak yang secara
kedudukan membawahi Kklien. Secara koseptual, Scott mengemukakan hubungan
patron-klien merupakan hubungan dua orang atau lebih yang di salah satu pihak
memiliki kedudukan lebih tinggi karena status sosial ekonomi (patron) dan yang
lainnya atau klien lebih rendah.>® Kedudukan patron berperan besar membantu

klien ketika terjadi kekurangan.>*

SYusuf Al-Qaradhawi, Al-Siyasah Al-Syar’iyyah, (Terj: Fuad Syaifudin Nur), (Jakarta:
Pustaka Al-Kautsar, 2019), him. 100.

S2Muhammad Igbal, Figh Siyasah, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), him.
239.

%Dyan Arintowati, Investigasi Akuntabilitas Akuntansi dalam Perilaku Berbudaya,
(Malang: Express Sugiyono, 2022), him. 216.

SMuryanti, Pedesaan dalam Putaran Zaman Kajian Sosiologis Petani, Pertanian,
Pedesaan (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018), him. 46.
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Perusahaan adalah setiap bentuk badan usaha yang mempekerjakan tenaga
kerja dengan tujuan mencari untung atau tidak, baik milik swasta maupun milik
negara. Perusahaan berposisi sebagai pihak pemberi kerja memiliki hubungan dan
relasi dengan tenaga kerja. Adapun tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu
melakukan pekerjaan baik dalam dan di luar hubungan kerja, guna menghasilkan
jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.Karena itu, antara dua
untuk ini memiliki hubungan timbal balik berupa hak dan kewajiban. Para kerja
wajib melaksanakan pekerjaannya yang merupakan hak perusahaan, sementara di
pihak perusahaan wajib memberikan upah yang berupakan hak tenaga kerja. Pada
aspek ini, upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha kepada
tenaga kerja untuk sesuatu pekerjaan yang telah atau akan dilakukan, dinyatakan
atau dinilai dalam bentuk uang ditetapkan menurut suatu perjanjian atau peraturan
perundang-undangan dan dibayarkan atas dasar perjanjian kerja antara pengusaha
dengan tenaga kerja. Di sini, nilai kerja berkaitan dengan penghasilan, kebutuhan
dan keuntungan atau laba.>®

Ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial
Tenaga Kerja dan di dalam Peraturan Pemerintan Nomor 37 Tahun 2021 Tentang
Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaansama-sama mengatur
tentang hubungan timbal balik di antara perusahaan dan tenaga kerja berupa hak-
hak dan kewajiban yang dipikul masing-masing pihak. Perusahaan yang berposisi
sebagai patron memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja atau
buruh, termasuk memenuhi jaminan sosial kerja, baik jaminan keselamatan kerja,
kesehatan maupun kehilangan pekerjaan.

Dalam konteks hukum Islam, jaminan sosial kerja dapat diberikan kepada
pekerja atau buruh yang benar-benar melaksanakan kewajibannya kepada pihak

perusahaan. Menurut Bagir Shadr, seperti dikutip Tarigan mengemukakanadanya

®Radhia Humaira, “Kerja Kooperatif dalam Perspektif Islam”, dalam Jabbar Sabil, dkk.,
Kesetaraan Gender dan Bekerja dalam Perspektif Alquran, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam,
2021), him. 124,
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keharusan tentang jaminan sosial dalam hubungannya dengan tingkat kehidupan
yang terjamin secara wajar. Ketidaksediaan bekerja dan kemalasan berkeja yang
disengaja menyebabkan orang yang bersangkutan tidak berhak mendapat jaminan
sosial.®® Demikian juga mengenai upah, adalah suatu unsur yang muncul dari hasil
hubungan antara pekerjaan dan hasil kerja. Dalam kaidah fikih disebutkan bahwa
upah seseorang harus dibayarkan sesuai dengan pekerjaan yang dilaksanakannya.
Hal ini dapat dipahami dalam kaidah berikut ini:
27 dand) i ity claid) Ak G
Artinya:  Kenikmatan disesuaikan dengan kadar jerih payah yang sudah
dilakukan, dan jerih payah disesuaikan dengan kenikmatan.

Maksudnya adalah keuntungan diukur dengan pengorbanan, pengorbanan
diukur menurut keuntungan. Kaidah lainnya yang bersesuaian dapat dipahami di
dalam kaidah berikut ini:

aasl) jus 5y

Artinya: Upah diukur atau ditentukan dengan jerih payah atau kesulitan.

Berdasarkan uarian di atas, dapat dipahami bahwa hubungan antara pihak
perusahaan dan tenaga kerja adalah hubungan yang sifatnya timbal balik, bersifat
mutualis atau saling menguntungkan. Perusahaan diuntungkan dengan selesainya
atau terbantunya pekerjaan yang dilakukan oleh tenaga kerja, sementera itu tenaga
kerja diuntungkan karena ia diberikan upah dari apa yang sudah dikerjakannya.
Baik dalam hukum Islam maupun hukum positif, kedua pihak memiliki tanggung
jawab dalam melaksanakan dan memenuhi hak-hak mendasar dan juga kewajiban

masing-masing.

%6Azhari Akmal Tarigan, Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi: Suatu Eksplorasi Melalui Kata-Kata
Kunci dalam Alguran, (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2012), him. 184.

5 A.Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan
Masalah-Masalah yang Praktis, Cet. 8, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), him. 97.
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E. Teori Keadilan Hukum

Keadilan hukum merupakan salah satu tema dan isu yang kerap digunakan
dalam konteks hukum. Keadilan hukum tersusun dari dua kata, yaitu keadilan dan
hukum. Kata keadilan merupakan bentuk derivatif dari istilah adil, artinya benar,
tidak berat sebelah atau tidak memihak.>® Istilah adil sendiri dalam bahasa Arab
dinamakan dengan al-adalah, diambil dari kata ‘a-da-la, maknanya meluruskan
atau keadilan.>®Adil juga bermakna tengah-tengah, seperti keadaan seorang wasit
yang tugasnya menengahi.Di dalam catatan Nurcholish Madjid, istilah adil sama
dengan makna wasith (pertengahan). Dari makna ini kemudian keluar kata wasit,
artinya yang menengani. Adil juga bermakna inshaf yang asalnya nishf maknanya
setengah.®® Adapun hukum bermakna aturan, ketentuan,’* norma, dalil, nilai,
kaidah, patokan, pedoman peraturan perundang-undangan atau putusan hakim.®?
Hukum secara lebih luas dimaknai sebagai norma hukum yang
menetapkan/menentukan satu petunjuk tingkah laku, yaitu tingkah laku mana
yang dibolehkan dan tingkah laku mana yang dilarang. Ketentuan hukum dapat
diartikan sebagai ketentuan-ketentuan yang berlaku kepada seseorang, baik yang
berhubungan dengan boleh melakukan atau tidak boleh melakukan sesuatu.®®
Pemaknaan kata keadilan dan hukum di atas cukup memberikan pemahaman
bahwa keadilan hukum merupakan kondisi-di mana hukum ditegakkan pada porsi

dan ketentuannya yang jelas dan memenuhi rasa keadilan di tengah masyarakat.

S8WJS. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Cet. 2, (Jakarta: Pusat Bahasa,
1954), him. 15.

%9S. Askar, Kamus Arab Indonesia Al-Azhar Terlengkap, Mudah dan praktis, (t. tp), him.
498.

8Nurcholish Madjid, Islam, Doktrin, dan Peradaban: Sebuah Telaah Kritis tentang
Keimanan, Kemanusiaan & Kemodernan, Edisi Satu, Cet. 1, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,
2019), him, 599.

81Abdul Manan, Pembaruan Hukum Islam Indonesia, (Jakarta: Kencana Prenada Media
Group, 2017), him. 23.

52Abd. Shomad, Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia, Cet
2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), him. 14.

83patra M. Zein dan Daniel Hutagalung, Panduan Bantuan Hukum di Indonesia, (Jakarta:
Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 2007), him. 2.
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Konsep keadilan itu sendiri dibedakan menjadi beberapa bentuk, di antara
bentuk keadilan hukum adalah:®*
1. Keadilan distributif (distrubutive justice)

Keadilan distributif (distrubutive justice) identik dengan keadilan atas
dasar proporsional.%® Menurut Darmodiharjo dan Shidarta, bahwa adil dalam
konteks distributif adalah keadilan yang diberikan secara proporsional kepada
publik dalam ranah hukum poblik.®®Adil di sini dipahami berupa menetapkan
hak dan kewajiban seseorang sesuai dengan kemampuan dan keadaan yang
berbeda-beda. Misalnya, memberikan hak terhadap seseorang sesuai dengan
kemampuannya, prestasi dan lainnya. menurut Thomas, seperti dikutip oleh
Santoso, keadilan retributif mengangkut hal-hal umum, seperti jabatan, pajak,
dan lainnya.®’

2. Keadilan korektif (coorrective justice)

Keadilan korektif (coorrective justice) adalah keadilan hukum yang
berhubungan dengan pembetulan sesuatu yang salah, memberi kompensasi
bagi pihak yang dirugikan atau sanksi yang pantas terhadap pelaku kejahatan.
Ganti kerugian dan sanksi lalah sebuah keadilan korektif menurut pandangan
Avristoteles.®® Keadilan korektif domainnya berfokus pada pembetulan, yakni
membetulkan yang salah berdasarkan norma hukum yang berlaku. Misalnya,
di dalam suatu kontrak ada salah satu pihak melakukan kesalahan (kejahatan,
tindak pidana atau yang lainnya) ataupun melanggar kontrak mereka, keadilan
korektif di sini adalah berupaya memberi kompensasi (denda) yang memadai

®1yah Faniyah, Kepastian Hukum Sukuk Negara sebagai Instrumen Investasi Indonesia,
(‘Yogyakarta: Deepublish, 2018), him 26.

®Herri Suwantoro, Harmonisasi Keadilan dan Kepastian dalam Peninjauan Kembali,
(Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), him. 180.

%Darji Darmodiharjo dan Shidarta, Pokok-Pokok Filsafat Hukum, (Jakarta: Gramedia
Pustaka Utama, 2006), him. 157.

7M. Agus Santoso, Hukum, Moral, dan Keadilan: Sebuah Kajian Filsafat Hukum, Cet. 2,
(Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), him. 32.

%Muhammad Sadi Is, Pengantar llmu Hukum, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media
Group, 2017), him. 202.
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kepada pihak yang merasa dan terbukti dirugikan, di mana dalam kasus tindak
pidana biasanya disebut sebagai korban.®®

Selain dua keadilan di atas ada pula yang disebut dengan keadilan
normatif atau keadilan prosedural, artinya hukum ditetapkan selaras dengan
mekanisme dan prosedur, serta norma hukum yang berlaku, pelaksanaannya
kaku dan harus persis sama seperti yang tertuang dalam aturan hukum.”
Keadilan normatif ini cenderung menjurus pada rasionalitas hukum. Satjipto
Rahardjo mengemukakan bahwa sisi hukum yang ditonjolkan merupakan sifat
rasional dan hukum formal modern, di mana sifat rasional hukum ini
mengalami perkembangan yang relatif cukup signifikan, sehingga sampai
kepada tingkat bahwa rasionalitaslah di atas segalanya ataupun di dalam
bahasa lain disebut rationality ebove else). Keadaan semacam ini membawa
pada sikap praktisi hukum, legislator, para penyelenggara hukum yang
mengambil sikap rasional, sehingga yang ingin dituju bukan keadilan akan
tetapi cukup menjalankannya secara rasional saja.”*

Dapat dipahami keadilan termasuk dalam tujuan dari dibentuknya
sebuah hukum. Bahkan prioritas keadilan ini menempati pada posisi yang
paling - tinggi dibandingkan dengan dua asas hukum lainnya, yaitu
kemanfaatan dan kepastian hukum, atau sekurang-kurangnya sejajar dengan
asas kemanfaatan dan kepastian hukum.Keadilan hukum adalah salah satu
tema dan isu yang kerap digunakan di dalam mengaji hukum. Istilah keadilan
merupakan bentuk derivatif dari istilah adil, dalam arti umum bermakna benar,
tidak berat sebelah dan tidak memihak.”?

Pembahasan tentang teori keadilan ini cukup lama dibahas oleh para

ahli atau filsuf klasik dan modern. Menurut Hart, esensi dari prinsip keadilan

69_jhat, Herri Swantoro, Harmonisasi..., him. 180.

Munir Fuady, Teori-Teori dalam Sosiologi Hukum, Cet. 3, Edisi Pertama, (Jakarta:
Kencana Prenada Media Group, 2015), him. 370.

"Satjipto Rahardjo, Membedah Hukum Progressif, (Jakarta: Kompas, 2006), him. 10.
2WJS. Poerwadarminta, Kamus Umum... him. 15.
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hukum adalah setiap individu berhak di dalam hal satu sama lain untuk
mengakses suatu posisi yang setara atau memiliki kesempatan yang
sama.”®Pendapat Hart tersebut berkaitan dengan keharusan memenuhi hak
secara seimbang bagi masing-masing individu. Tidak ada perbedaan antara
satu dengan yang lain, semua diperlakukan sama, setara dan tanpa adanya
diskriminasi. Hart juga menyatakan bahwa prinsip keadilan hukum adalah
keseimbangan (balances) atau proporsional (proportion). Memperlakukan
secara sama di dalam kasus yang sama, memperlakukan berbeda pada kasus
yang berbeda.”

Konteks adil di sini justru mengandung makna keadilan yang
proporsional sesuai kebutuhan. Abu Al-A’la Al-Mawdudi, salah satu teolog
dan filsuf Muslim asal Paskitan menyatakan bahwa hak untuk mendapatkan
keadilan adalah salah satu dari hak asasi terpenting, di samping pemenuhan
hak lain yang berupa hak persamaan di kalangan manusia. Asas equality
before the law juga merupakan satu asas yang sangat penting dalam negara
dan pemerintahan.”*Pendapat serupa juga dikemukakan Murtadha Muthahhari.
la menilai bahwa keadilan hukum itu adakalanya menyamakan pemenuhan
hak, ada kalanya upaya di dalam memenuhi kebutuhan sesuai tingkat
kelayakan penerimanya. Karena itu, ia-membagi prinsip keadilan ini menajdi
empat aspek:’®
1. Keadilan hukum sebagai keseimbangan (mauzunan, tawazzun). Keadilan

dalam makna ini menunjukkan bahwa kewajiban untuk menyeimbangkan

antara hak dan kewajiban. Suatu hakakan dipenuhi dan dirasakan adil jika

SHerbert Lionel Adolphus Hart, The Concept of Law, Second Edition, (United Kingdom:
Oxford University Press, 2012), him. 159.

"Ibid.
SAbu Al-A’la Al-Mawdudi, Huquq Insan fi Islam(Leicester: TIF, 1980), him. 21, 32.

®Murtadha Muthahhari, Al-‘Adl Al-‘llahi, Penerjemah: Agus Efendi, Edisi Revisi
(Bandung: Mizan Pustaka, 2009), him. 60-64.
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ditetapkan kepada pihak yang sudah memenuhi kewajibannya, atau suatu

hak hanya diberikan kepada yang berhak sebab melaksanakan kewajiban.

2. Keadilan hukum sebagai pemeliharaan atas hak individu dan
memberikan hak setiap objek yang layak menerimanya (ri’ayah al-
huguq). Keadilan dalam poin ini dipahami sebagai tindakan memenuhi
hak kepada semua orang yang berhak menerimanya secara hukum.

3. Keadilan hukum sebagai persamaan ataupun nondeskriminasi (al-tasawi
atau al-musawah). Keadilan di dalam makna ini adalah memperlakukan
setiap individu secara sama tanpa ada pembedaan.

4. Keadilan hukum sebagai upaya memberikan sesuatu yang sesuai dengan
tingkat kelayakannya (ri’ayvah al-istihgaq). Keadilan di dalam konteks ini
sama dengan keadilan proporsional, yaitu hak hanya dipenuhi terhadap
orang sesuatu dengan kebutuhan.

Teori keadilan hukum secara lebih jauh diungkapkan John Rawls. John
Rawls merumuskan keadilan sebagai fairness (justice as fairness).”” Keadilan
merupakan suatu hasil dari pilihan yang adil. Menurut Rawls, ada tiga prinsip
keadilan. Pertama ialah prinsip kebebasan yang sama sebesar-besarnya
(principle of greatest equal liberty). Kedua, prinsip yang terdiri dari dua
bagian yaitu prinsip perbedaan (the difference principle) yaitu perbedaan
sosial dan ekonomi harus diatur supaya memberikan manfaat yang paling
besar kepada mereka yang paling kurang beruntung. Ketiga, adalah prinsip
persamaan yang adil atas kesempatan (the principle of fair equality of

opportunity).

""John Rawls, A Theory of Justice, (New York: Oxford, 1999), him. 3.
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A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian
1. Kota Banda Aceh

Penelitian ini dilakukan di Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh. Kota Banda
Aceh merupakan Ibu Kota Provinsi Aceh. Secara astronomis, Kota Banda Aceh
terletak antara 05°16°15”°— 05°36°16” Lintang Utara dan 95°16°15”— 95°22°35”
Bujur Timur dan berada di belahan bumi bagian utara. Berdasarkan posisi secara
geografis, Kota Banda Aceh memiliki batas-batas yaitu sebelah Utara berbatasan
dengan Selat Malaka, di bagian Selatan berbatasan dengan Kabupaten Aceh Besar
dan pada bagian Barat dengan Samudera Hindia sertadi bagian Timur berbatasan
dengan Kabupaten Aceh Besar.

Secara administratif pemerintahan, Kota Banda Aceh terbagi ke dalam 9
(sembilan) kecamatan, yaitu Kecamatan Ulee Kareng, Syiah Kuala, Banda Raya,
Kuta Alam, Lueng Bata, Baiturrahman, Jaya Baru, Meuraxa, dan Kecamatan Kuta
Raja. Adapun daerah yang paling luas dari sembilan kecamatan tersebut adalah
Kecamatan Syiah Kuala dengan luas 6,15 Km?, sementara itu wilayah dengan luas

terkecil ialah Kecamatan Jaya Baru luas 3,78 Km?, seberti gambar berikut: "®

Gambar A.1:
Luas Daerah Menurut Kecamatan (Km?)

Ulee Kareng Meuraxa

6.15 O\ 7.26

Jaya Baru
3.78

Banda Raya
4.79

Baiturrahman
4.54
Kuta Raja

5.21 Lueng Bata

5.34

8Rusmadi, Kota Banda Aceh dalam Angka 2020, (Banda Aceh: Badan Pusat Statistik,
2020), him. 5.
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Sumber: BPS Kota Banda Aceh, 2020.

Data jumlah penduduk Kota Banda Aceh dari hasil proyeksi yaitu sebesar
270.321 jiwa. Penduduk laki-laki sebanyak 138.993 jiwa, penduduk perempuan
sebanyak 131.328 jiwa. Kecamatan Kuta Alam memiliki jumlah penduduk yang
paling besar, yaitu 53.679 jiwa, diikuti Kecamatan Syiah Kuala 38.682 jiwa, dan
Kecamatan Baiturrahman 38.192 jiwa. Mengacu pada jumlah ini, penduduk laki-
laki lebih banyak dari penduduk perempuan, ini ditunjukkan oleh sex rasio, untuk
setiap 100 jumlah penduduk perempuan terdapat 106 jumlah penduduk laki-
laki.Kepadatan penduduk di Kota Banda Aceh adalah 4.405 jiwa dalam setiap 1
Km?. Kecamatan Baiturrahman mempunyai kepadatan penduduk tertinggi yaitu
8.412 jiwa/Km?2. Adapun kecamatan Kuta Raja memiliki kepadatan penduduk
terendah adalah 2.668 jiwa/Km?.

Tabel A.1:
Jumlah Penduduk Berdasarkan Kecamatan

m (2) 3)
Meuraxa 20,56 1,96
Jaya Baru 26,53 157
Banda Raya 24.88 1,97
Baiturrahman 38,19 197
Lueng Bata 26,63 197
Kuta Alam 53,68 1,96
Kuta Raja 13,90 197
Syiah Kuala 38,68 1,96
Ulee Kareng 27,27 1,97

Sumber: BPS Kota Banda Aceh, 2020.
Jumlah penduduk asing berdasarkan izin tinggal terbatas di Kota Banda

Aceh 2019 yaitu 410 orang. Penduduk asing terbanyak berasal dari warga Negara

Thailand yaitu 46 orang. Sementara itu, jumlah penduduk asing berdasarkan izin



tinggal tetap di Kota Banda Aceh yaitu 1 orang dan penduduk berasal dari warga
Negara Turki.”

Jumlah angkatan kerja Kota Banda Aceh sejumlah 126.580 jiwa, dimana
terdapat yang bekerja sejumlah 117.822 jiwa dan pengangguran sejumlah 8.758
jiwa. Adapun yang termasuk bukan angkatan kerja sejumlah 79.605 jiwa. Angka
tersebut diperoleh dari Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) yang rutin
dilakukan Badan Pusat Statistik setiap semester dalam satu tahun. Terkait tingkat
partisipasi angkatan kerja (TPAK) sejumlah 61,39%, dan tingkat pengangguran
terbuka sejumlah 6,92%. Jumlah pencari kerja yang terdaftar sejumlah 582 orang.
Hal ini menunjukkan penambahan dari tahun sebelumnya yaitu sejumlah 33 orang
dengan kelompok umur tertinggi sebagai pencari kerja sejumlah 403 orang umur
20-29 dan kelompok umur terendah sejumlah 39 orang di umur 15-19.
Sedangkan bagi kelompok umur diatas 44 tahun tidak ada yang terdaftar. Balai
Latihan Kerja merupakan instansi pemerintah yang menyediakan fasilitas latihan
untuk siswa-siswa yang ingin melakukan latihan kerja mandiri.°

Gambar A.2:
Status Masyarakat Kota Banda Aceh Berdasarkan Pekerjaan.

Bekerja
M Pengangguran Terbuka
i Sekolah
B Mengurus Rumah Tangga

M Lainnya

Sumber: BPS Kota Banda Aceh, 2020.

Ibid., him. 54.
8Jbid., him. 55.



Berdasarkan Gambar A.2 di atas, dapat diketahui bahwa jumlah penduduk
dengan status kerja cukup tinggi mencapai 57% dibandingkan dengan penduduk
yang berstatus pengangguran yang hanya 4%. Sementara selebihnya adalah tidak
bekerja karena masih berstatus sekolah, mengurus rumah tangga dan lainnya. Ini
menunjukkan bahwa lapangan pekerjaan di Banda Aceh relatif cukup terbuka dan

menampung tenaga kerja baik di bidang industri, pegawai negeri, pegawai swasta

dan lainnya. Terkait dengan jenis kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat Kota
Banda Aceh dapat diketahui dalam tabel berikut ini.

Tabel A.2:
Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Ke atas Menurut Jenis Kegiatan Selama Seminggu dan
Jenis Kelamin di Kota Banda Aceh

Economically Active
Bekerja/Working

Pengangguran Terbuka
Unemployment
Bukan Angkatan Kerja
Economically Inactive
Sekolah/Attending School

Mengurus Rumah Tangga
Housekeeping
Lainnya/Others

80991

75218

5773

25662

14123

6232

5307

45 589

42 604

2985

53943

2217

40 0388

1638

126 580
117 822
8758
79605
26340
46320

6945

Sumber: BPS Kota Banda Aceh, 2020

Tabel A.3:
Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Pendidikan yang Ditamatkan dan Jenis
Kegiatan Selama Seminggu di Kota Banda Aceh

1] B 478 462 8940 94,83
1 10007 296 10 297 97.13
2 54173 4081 58 254 92,99
< 45 170 3919 49 089 92,01



Sumber: BPS Kota Banda Aceh, 2020.

2. Kabupaten Aceh Besar

Penelitian ini juga dilakukan di Kabupaten Aceh Besar. Kabupaten
Aceh Besar merupakan salah satu Kabupaten yang terletak di Pulau Sumatera
yang tergabung dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Secara geografis
Kabupaten Aceh Besar terletak di antara 5° 2" — 5°8" LU dan 9°50" — 9°58’ BT.
Di sebelah Utara berbatasan dengan Selat Malaka/Kota Banda Aceh, di
sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Aceh Jaya, disebelah Timur
berbatasan dengan Kabupaten Pidie dan di sebelah Barat berbatasan dengan
Samudra Indonesia.

Secara administratif terdiri dari 23 Kecamatan dengan 599 desa dan 5
Kelurahan. Luas wilayah Kabupaten Aceh Besar adalah 2.974,12 Km2, dengan
jumlah penduduk sebanyak 310.811 jiwa. Wilayah kecamatan yang paling
luas adalah Seulimeum yang meliputi 404,35 km2 atau lebih dari 13,93 persen
dari luas wilayah Kabupaten Aceh Besar. Kecamatan dengan wilayah paling
kecil adalah Krueng Barona Jaya, luasnya 6,96 Kmz2 atau hanya 0,24 persen
dari luas Kabupaten Aceh Besar.

Data jumlah penduduk pada Kabupaten Aceh Besar saat ini didominasi
oleh penduduk yang berusia produktif (penduduk berusia 15-64 tahun) yaitu
270.514 jiwa atau sebesar 65,96%. Jika dilihat dari piramida penduduk yang
ada pada gambar dibawah, piramida tersebut tergolong piramida ekspansif
(muda). Artinya sebagian besar penduduk berusia muda, sedangkan penduduk
usia lanjutnya sedikit. Sehingga diperlukan lapangan pekerjaan yang cukup
untuk memenuhi jumlah angkatan kerja yang ada.

Jumlah angkatan kerja Kabupaten Aceh Besar sejumlah 167.283 jiwa,
di mana terdapat yang bekerja sejumlah 173.332 jiwa dan pengangguran
sejumlah 14.291 jiwa. Adapun yang termasuk bukan angkatan kerja sejumlah

124.976 jiwa. Angka tersebut diperoleh dari Survei Angkatan Kerja Nasional



(SAKERNAS) yang rutin dilakukan Badan Pusat Statistik setiap semester
dalam satu tahun. Terkait tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) sejumlah
92,23%, dan tingkat pengangguran terbuka sejumlah 7,62%.

Penduduk di Kabupaten Aceh Besar mayoritas berstatus sebagai
buruh/karyawan, dengan jumlah 74.510 jiwa. Kemudian status pekerjaan
terbanyak kedua adalah berusaha sendiri sebanyak 46.314 jiwa, dan yang
ketiga adalah pekerja bebas sebanyak 18.226 jiwa. Selain itu, penduduk
Kabupaten Aceh Besar juga memiliki status pekerjaan utama yaitu sebagai
pekerja keluarga/tak dibayar sebanyak 14.586 jiwa, berusaha dibantu buruh
tidak tetap sebanyak 10.771 jiwa, dan berusaha dibantu buruh tetap sebesar
8.925 jiwa.®

B. Pemenuhan Hak Jaminan Sosial Bagi Tenaga Kerja Yang di PHK di
Kota Banda Aceh dan Aceh Besar Ditinjau Menurut Peraturan
Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021.

Jaminan sosial bagi tenaga kerja merupakan hak yang wajib dipenuhi oleh
perusahaan tempat di mana pekerja tersebut bekerja. Pada konteks ini, pemenuhan
hak jaminan sosial kerja tersebut terkait manfaat uang tunai, akses informasi pasar
kerja, dan pelatihan kerja. Hal ini diamanahkan dalam Peraturan Pemerintah No.
37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan
(selanjutnya ditulis PP Nomor 37 Tahun 2021). Poin penting dalam PP Nomor 37
Tahun 2021 ini adaah setiap pekerja yang-mengalami pemutusan hubungan kerja
(PHK) wajib diberikan hak jaminan sosial termasuk manfaat uang tunai. Namun
begitu, terdapat beberapa kasus di lapangan justru pekerja yang mengalami PHK
tersebut tidak diberi jaminan sosial tersebut. Pada pembahasan ini, secara secara
khusus hendak memaparkan dan menganalisis tenaga kerja yang di PHK di Kota

Banda Aceh dan tinjauannya terhadap PP Nomor 37 Tahun 2021.

81 Diakses melalui https://aceh.bpk.go.id/kabupaten-aceh-besar/, tanggal 21 Desember

2023.


https://aceh.bpk.go.id/kabupaten-aceh-besar/

1. Uraian Kasus PHK Tenaga Kerja

Terdapat beberapa kasus tenaga kerja yang mengalami PHK di Kota
Banda Aceh dan di Aceh Besar. Berdasarkan hasil observasi lapangan
terhadap dua perusahaan yaitu pada PT. Hamparan Motor Banda Aceh dan
pada CV. Biomas Energy Aceh Besar. PT.Hamparan Motor merupakan salah
satu showroom honda cukup besar di Kota Banda Aceh yang beralamat JI. Cut
Nyak Dhien Nomor 540-546, Lamtemen Timur, Kecamatan Jaya Baru, Kota
Banda Aceh. Menurut informan SA (tidak ingin disebutkan namanya), bahwa
PT. Hamparan Motor Banda Aceh pernah melakukan PHK pekerja/karyawan.
Sebelum adanya pemberhentian, terlebih dahulu diberikan surat peringatan
kesatu (Spl) sampai dengan ketiga. Mengenai jaminan sosial atau pesangon
kepada yang mendapatkan Sp3 tidak diberikan.?

“ Pernah ada pemutusan kerja terhadap karyawan. Terhadap keryawan
tersebut sebenarnya sudah dipenuhi hanya seperti gaji perbulan, tetapi
karena ada masalah pihak perusahaan memberhentikannya dan sudah
menggantinya dengan karyawan yang lain. Sebelum pemberhentian itu
dilakukan, perusahaan sempat memberikan peringatan satu, kedua, dan
ketiga, namun karyawan tersebut tetap melakukan kesalahan yang
sama. Meskipun pihak perusahaan mengeluarkan karyawan itu, setiap
gaji termasuk gaji bulan akhir tetap dipenuhi. Sementara jaminan di
dalam bentuk lainnya tidak diberikan, ini menurut saya sudah sesuai

kebijakan perusahaan”

Dalam keterangan yang lain, Cut (admin di perusahaan PT. Hamparan
Motor Banda Aceh), selama ini perusahaan PT. Hamparan Motor Banda Aceh
dalam merekrut karyawan, baik baru atau lama tidak pernah mengikutsertakan
pekerja/karyawannya sebagai peserta di dalam perogram Jaminan Kehilangan
Pekerjaan (JKP).Kasus pemberhentian hubungan kerja memang telah pernah
dilakukan karena pekerja tersebut melakukan kesalahan. Sebelum dilakukan

82Hasil Wawancara dengan SA, PT. Hamparan Motor Banda Aceh, Tanggal 26 Agustus
2023.

8bid.



pemberhentian, pihak perusahaan memberi surat peringatan sampai tiga kali
peringatan. Sementara itu, mengenai jaminan sosial tidak diberikan.®*

Uraian di atas menunjukkan bahwa satu sisi perusahaan tidak pernah
melakukan rekrut karyawan dengan mengikutsertakannya ke dalam program
JKP, di sisi lain pemutusan hubungan kerja ini dilakukan dengan mekanisme
tertentu termasuk dengan memberikan surat peringatan. Pemberhentian pihak
karyawan tidak pula diikuti dengan pemenuhan jaminan sosial termasuk uang
atau manfaat lainnya pasca PHK.

Pemutusan hubungan kerja juga pernah dilakukan oleh perusahaan CV
Biomass Energy di Aceh Besar. CV. Biomass Energy Aceh Besar merupakan
perusahaan yang bergerak di bidang energi yang berlamat di JIn. Banda Aceh-
Calang Kecamatan Leupung Kabupaten Aceh Besar. Menurut informan Risna
selaku Staff Administrasi di CV. Biomass Energy Aceh Besar, bahwa pihak
perusahaan memungkinkan melakukan pemberhentian/ pemutusan hubungan
kerja sekiranya pekerja (karyawan) yang bersangkutan melakukan kesalahan
fatal. Perusahaan tidak menyediakan jaminan sosial apabila karyawan tersebut
sudah mendapatkan surat pemecatan, karena pemecatan pasti dilakukan atas
adanya alasan yang jelas yang tidak dapat diterima oleh perusahaan.®>Menurut
Samsul, selaku pekerja atau karyawan pada perusahaan tersebut menyatakan
bahwa pernah ada karyawan yang di PHK.

“ Pemutusan hubungan kerja sudah pernah dilakukan di perusahaan ini.
Pemecatan ini dilaksanakan setelah sebelumnya diberi teguran secara
berulang tetapi karyawan bersangkutan tetap melaksanakan kesalahan
yang sama. Karyawan yang sudah di PHK perusahaan tidak mendapat
pesangon atau jaminan sosial lainnya”.&

84Hasil Wawancara dengan Cut Seri, Admin pada PT. Hamparan Motor Banda Aceh,
pada Tanggal 26 Agustus 2023.

%Hasil Wawancara dengan Risna, selaku Staff Administrasi CV. Biomass Energy Aceh
Besar, pada Tanggal 5 September 2023.

8Hasil Wawancara dengan Samsul, Karyawan Lapangan pada CV. Biomass Energy Aceh
Besar, pada Tanggal 5 September 2023.



Penjelasan di atas pada intinya juga sama seperti pada perushaan PT.
Harapan Motor sebelumnya, bahwa perusahaan tidak menyediakan jaminan
sosial terhadap karyawan/pekerja yang di PHK. Meskipun begitu, gaji pekerja
tetap dipenuhi sampai bulan terakhir. Dalam penjelasan tersebut juga terlihat
bahwa perusahaan tidak melakukan upaya pengikutsertaan pekerja di dalam
mengikuti program JKP. Artinya dalam sistem operasional yang berlangsung
di perusahaan tersebut dan dalam perjanjian kerja tidak ada kewajiban pihak
perusahaan menyedikan layanan JKP.

Selain kasus diatas juga terdapat beberapa kasus tenaga kerja yang
mengalami Pemutusan hubungan kerja (PHK) di Kota Banda Aceh dan Aceh
Besar yang di lansir pada situs disnaker.bandaacehkota.go.id, di antaranya
adalah PHK terhadap empat pekerja di PT. Pasifik Tuna yang terjadi pada
September 2022. Menurut NI salah satu pekerja yang di PHK mengemukakan
bahwa pemutusan hubungan kerja tersebut dilakukan secara sepihak oleh
pihak perusahaan. Selanjutnya, hak terhadap pemenuhan jaminan sosial
berupa manfaat uang tidak dipenuhi.?” Selain itu, pada Mei 2020, terdapat
kasus PHK terhadap 3 karwayan di Hotel Oasis yang mengakibatkan pekerja
yang di PHK melaporkan ke Dinas Tenaga Kerja Kota Banda Aceh.®®

2. Tinjauan PP No. 37 Tahun 2021 terhadap Pemenuhan Hak Jaminan Sosial
bagi Tenaga Kerja yang di PHK di Kota Banda Aceh dan Aceh Besar

PP Nomor 37 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan
Kehilangan Pekerjaan merupakan dasar hukum terbaru yang berisi pengaturan
tentang pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja atau PHK wajib
diberikan manfaat uang setelah sebelumnya perusahaan melakukan PHK atas

pekerja. Mengikutsertakan para pekerja dalam program Jaminan Kehilangan

8Diaksess melalui:  https://modusaceh.co/news/pt--pasifik-tuna-bantah-lakukan-phk-
karyawan-sepihak/index.html, tanggal 12 Juni 2023.

%Diakses melalui:  https://disnaker.bandaacehkota.go.id/2020/05/18/3-orang-pekerja-
hotel-oasis-di-phk/, tanggal 12 Juni 2023.



Pekerjaan (JKP) merupakan kewajiban perusahaan. Hal ini diatur secara tegas
dalam Pasal 2 PP Nomor 37 Tahun 2021:

“Ayat (1) Pengusaha wajib mengikutsertakan Pekerja/Buruh sebagai
Peserta dalam program JKP. Ayat 2) Program JKP sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan untuk mempertahankan
derajat kehidupan yang layak pada saat Pekerja/Buruh kehilangan
pekerjaan”.

Ketentuan Pasal 2 di atas cukup jelas bahwa mengikutsertakan pekerja
atau buruh ke dalam program JKP ialah kewajiban setiap perusahaan. Melalui
JKP inilah pekerja disediakan layanan dalam memenuhi hak jaminan sosial di
antaranya ialah manfaat uang tunai, akses informasi pasar kerja dan pelatihan
kerja. Ketentuan Pasal 3 menambahkan bahwa JKP seperti dimaksud di dalam
Pasal 2 tersebut diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan dan Pemerintah
Pusat. Bunyi Pasal 3 tersebut yaitu:

“JKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diselenggarakan oleh BPJS
Ketenagakerjaan dan Pemerintah Pusat”.

Melalui ketentuan Pasal 2 ayat (1) sebelumnya, pengusaha diwajibkan
mengikutsertakan pekerja sebagai peserta JKP. Pekerja yang dimaksud bukan
hanya berlaku kepada pekerja tertentu saja, tapi berlaku untuk semua pekerja
baik yang baru masuk maupun yang sudah lama bekerja, baik perusahaannya
tersebut dalam kategori perusahaan besar dan usaha menengah, maupun pada
usaha mikro dan usaha kecil. Hal ini tegas disebutkan pada Pasal 4, bunyinya
sebagai berikut:

(1) Peserta terdiri atas:

a. Pekerja/Buruh yang telah diikutsertakan oleh Pengusaha dalam

program jaminan sosial; dan

b. Pekerja/Buruh yang baru didaftarkan Pengusaha dalam program

jaminan sosial.
(2) Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi

persyaratan:



a. Warga negara Indonesia;
b. Belum mencapai usia 54 (lima puluh empat) tahun pada saat
mendaftar; dan
¢. Mempunyai hubungan kerja dengan Pengusaha.
(3) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga harus
memenuhi ketentuan:
a. Pekerja/Buruh yang bekerja pada usaha besar dan usaha menengah,
diikutsertakan pada program JKN, JKK, JHT, JP, dan JKM; dan
b. Pekerja/Buruh yang bekerja pada usaha mikro dan usaha kecil,
diikutsertakan sekurang-kurangnya pada program JKN, JKK, JHT,
dan JKM.
(4) Peserta program JKN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan

pekerja penerima Upah pada badan usaha.®

Berdasarkan ketentuan pasal di atas, para pekerja yang bekerja dalam
suatu perusahaan sebenarnya tidak hanya mendapatkan manfaat dalam bentuk
Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), tetapi juga bisa dalam bentuk Jaminan
Kesehatan (JKN), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT),
Jaminan Pensiun (JP), Jaminan Kematian (JKM). Khusus pada program JKP
atau kehilangan pekerjaan karena pemutusan hubungan kerja, jaminan sosial
tersebut baru dapat diterima oleh pekerja yang di PHK sekiranya perusahaan
sudah lebih dahulu mengikutsertakan seluruh pesertanya dalam program JKP
tersebut.

Permasalahan yang muncul di sini dapat di lihat dari dua sisi. Satu sisi,
beberapa perusahaan termasuk di perusahaan PT. PT. Hamparan Motor Banda
Aceh serta CV. Biomas Energy Aceh Besar tidak mengikutsertakan keryawan
atau pekerjanya dalam program JKP. Di sisi lain, tidak mungkin pekerja dapat

menuntut pesangon atau manfaat uang tunai sebagaimana yang ditetapkan di

89peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 ini merujuk kepada ketentuan Pasal 1 butir
7,8,9, 10, dan butir 11 PP Nomor 37 Tahun 2021.



dalam program JKP karena pekerja tidak diikutkan sebagai peserta di program
JKP tersebut.

Sekiranya dilihat dalam beberapa kasus sebelumnya, baik kasus yang
dilansir pada situs disnaker.bandaacehkota.go.id oleh perusahaan PT. Pasifik
Tuna tahun 2022 dan oleh Hotel Oasis tahun 2020 terdahulu, termasuk dalam
dua kasus hasil wawancarapada PT. Hamparan Motor Banda Aceh serta CV.
Biomas Energy Aceh Besar, menunjukkan bahwa pekerja yang di PHK tidak
diberikan jaminan sosial. Setiap pekerja yang bekerja di perusahaan tersebut
juga tidak diikutsertakan pada program JKP. Hal ini tidak selaras dengan PP.
Nomor 37 Tahun 2021 yang mewajibkan perusahaan mengikutsertakan pihak
pekerja dalam program JKP. Sementara itu, melalui program JKP inilah pihak
pekerja dapat dipenuhi hak jaminan sosialnya baik berupa manfaat uang tunai
dan pesangon lainnya.

T. Hamdan SH selaku Mediator Hubungan Industrial Ahli Muda Dinas
Tenaga Kerja Kota Banda Aceh, menyebutkan adanya perusahaan yang tidak
memenuhi jaminan sosial terhadap para pekerja yang di PHK. Menurut beliau,
jaminan sosial wajib diberikan oleh perusahaan ketika telah dilakukan PHK
pekerja. Dalam keterangannya lebih lanjut dapat dipahami berikut ini:

“ Setiap perusahaan yang telah melakukan PHK terhadap pekerja, dalam
tidak lanjut apapun seharusnya tetap memenuhi hak si pekerja, dalam
bentuk pemberian jaminan sosial atau lainnya, walaupun ada beberapa
perusahaan yang tidak memberi jaminan sosial berupa BPJSsekurang-

kurangnya perusahaan mampu melakanakan pemenuhan hak jaminan

sosial bagi pekerja yang di PHK dalam bentuk lainnya”.*°

Keterangan di atas mempertegas bahwa perusahaan-perusahaan dalam
kenyataannya memang ada yang tidak memenuhi jaminan sosial terhadap para
pekerja yang di PHK. Dua perusahaan yang telah disebutkan sebelumnya (PT.
Hamparan Motor Banda Aceh serta CV. Biomas Energy Aceh Besar) adalah

perusahaan yang tidak memenuhi jamina sosial meskipun hal tersebut adalah

%Wawancara dengan T. Hamdan, SH., Mediator Hubungan Industrial Ahli Muda Dinas
Tenaga Kerja Kota Banda Aceh, tanggal 11 September 2023.



kewajiban perusahaan terhadap para pekerja yang di PHK sebagaimana yang
diamanahkan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 Tentang

Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan.

C. Analisis Asas Keadilan Hukum terhadap Pemenuhan Hak Jaminan
Kehilangan Pekerjaan bagi Tenaga Kerja yang di PHK di Kota Banda
Aceh dan Aceh Besar.

Pemenuhan jaminan sosial bagi tenaga kerja yang mengalami pemutusan
hubungan kerja (PHK) dalam bentuk Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) adalah
bagian dari upaya mewujudkan asas keadilan bagi pekerja. Asas keadilan ini pada
konteks ketenagakerjaan meliputi semua bentuk perlakuan khusus yang diberikan
perusahaan kepada para pekerja sebagaimana yang diamanahkan dalam ketentuan
perundang-undangan yang berlaku.Asas keadilan hukum dalam pemenuhan hak
jaminan sosial kepada tenaga kerja yang telah di PHK adalah bagian dari bentuk
keadilan hukum. Perusahaan idealnya memperlakuan pekerja dengan baik, secara
konstan (tetap dan terus-menerus) memenuhi semua kewajibannya yang notabene
merupakan hak pekerja, mulai dari hak berbentuk materil misalnya upah atau gaji
maupun yang bersifat non materil seperti perlakuan baik terhadap semua pekerja
atau karyawan secara manusiawi.

Pemutusan hubungan kerja yang terjadi pada beberapa perusahaan di Kota
Banda Aceh mengindikasikan adanya ketidakadilan sekiranya dilihat dari aspek
pemenuhan hak jaminan sosial. Selain kedua perusahaan yang telahdikemukakan
sebelumnya (PT. Hamparan Motor Banda Aceh serta CV. Biomas Energy Aceh
Besar), Dinas Tenaga Kerja di Kota Banda Aceh pada dasarnya telah menerima
pengaduan, menyelesaikan banyak perselisihan antara pekerja dengan pengusaha
yang secara umum karena PHK. Sebagaimana dilansir di dalam situs resmi Dinas
Tenaga Kerja Kota Banda Aceh, diungkapkan bahwa pihak Dinas Tenaga Kerja
Kota Banda Aceh telah menyelesaikan mediasi penyelisihan antar pekerja dengan
pengusaha sebanyak 44 kasus dari 60 Kasus yang dilaporkan pekerja ke Disnaker

Kota Banda Aceh. Kebanyakan perselisihan hubungan industrial yang dilaporkan



ialah PHK, di antara perusahaan lain yang melakukan pemutusan hubungan kerja
yang mendapat penyelesaian Dinas Tenaga Kerja Kota Banda Aceh di antaranya
ialah BRI Cabang Banda Aceh, Hotel Medan, PT. SMI, CV. Ulee Kareng Motor,
Bank Sinarmas, PT. Armada Banda Jaya, PT. Asrindo, Bank Danamon, dan masih
banyak perusahaan launnya.®

Lahirnya PP Nomor 37 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Program
Jaminan Kehilangan Pekerjaan ialah upaya pemerintah dalam merefleksikan asas
keadilan dan tanggung jawab bagi perusahaan terhadap para pekerjanya. Keadilan
hukum di dalam pemenuhan hak jaminan sosial kepada tenaga kerja yang telah di
PHK ialah bagian dari bentuk keadilan hukum.

Ditinjau dari teori keadilan hukum sebagaimana telah dikemukakan dalam
bab terdahulu, terdapat beberapa jenis keadilan, di antaranya adalah keadilan yang
bersifat distributif, korektif, dan normatif-prosedural. Keadian distributif
adalahsuatu keadilan yang menitikberatkan kepada pemenuhan hak terhadap
orang yang berhak menerima karena prestasi, pekerjaan yang sudah dikerjakan,
dan lainnya. Keadilan korektif merupakan keadilan yang bersifat korektif,
misalnya memberi ganti rugi terhadap korban dan menghukum pelaku. Keadilan
normatif-prosedural merupakan keadilan yang berhubungan dengan pemenuhan
hak dan kewajiban di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.®

Ketiga bentuk teori keadilan hukum di atas menunjukkan adanya beberapa
aspek pemenuhan keadilan yang harus sesuai dengan kriterianya. Sekiranya adil
dihubungan dengan pemberian hak kepada yang berhak, maka ia termasuk kepada
adil dalam kategori distributif, sekiranya adil dihubungan dengan pemberian ganti
kerugian dan penghukuman terhadap yang bersalah, maka termasuk kepada adil

dalam kategori korektif, dan sekiranya adil dihubungkan dengan pemenuhan atas

IDisnaker Kota Banda Aceh, “73% Peselisihan Hubungan Industrial telah Diselesaikan
Oleh Disnaker Kota Banda Aceh”. Diakses melalui:
https://disnaker.bandaacehkota.go.id/2020/08/27/73-peselisihan-hubungan-industrial-telah-
diselesaikan-oleh-disnaker-kota-banda-aceh/ pada tanggal 28 Oktober 2023.

9“Munir Fuady, Teori-Teori dalam Sosiologi Hukum, Cet. 3, (Jakarta: Kencana Prenada
Media Group, 2015), him. 370.



hak dan kewajiban yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, maka
Ia termasuk adil di dalam kategori normatif-prosedural. Terhadap tiga bentuk teori
keadilan hukum ini, maka pemenuhan hak jaminan sosial melalui program JKP
sebagaimana yang diamanahkan di dalam PP Nomor 37 Tahun 2021 termasuk ke
dalam jenis keadilan normatif-prosedural. Sebaliknya, bagi perusahaan yang tidak
memenuhi ketentuan hukum PP Nomor 37 Tahun 2021 dalam memberikan hak
jaminan sosial kepada pekerja yang di PHK, tindakan tersebut belum memenubhi
keadilan hukum yang bersifat noramtif prosedural tersebut. Karena jaminan sosial
yang berupa Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) telah ditetapkan dalam hukum,
yang secara normatif dan prosedural telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah
Nomor 37 Tahun 2021 TentangPenyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan
Pekerjaan.

Perusahaan-perusahaan yang melakukan PHK di Kota Banda Aceh yang
tidak memberikan hak jaminan sosial, dua diantaranya ialah PT. Hamparan Motor
Banda Aceh serta CV. Biomas Energy Aceh Besar, tindakan tersebut tidak sesuai
dengan esensi dari keadilan hukum normatif-prosedural. Pemerintah Kota Banda
Aceh melalui Dinas Tenaga Kerja pada dasarnya bisa memberikan sanksi kepada
perusahaan-perusahaan yang melakukan PHK yang tidak memenuhi hak pekerja
atau karyawan berupa jaminan sosial seperti dalam bentuk program JKP, manfaat
uang tunai atau pesangon terhadap semua pekerja yang di PHK. Hal ini ditetapkan
secara tegas dalam Pasal 46 PP Nomor 37 Tahun 2021. Sanksi yang dimaksudkan
bisa berupa teguran tertulis dan sanksi tdiak mendapatkan layanan publik. Bunyi
Pasal 46 tersebut adalah sebagai berikut:

(1) Pengusaha yang melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1), Pasal 6 ayat (1),

Pasal 8 ayat (1), Pasal 9, Pasal 23, Pasal 37 ayat (1), dan/atau Pasal 39 ayat

(3) dikenai sanksi administratif berupa:

a. Teguran tertulis; dan

b. Tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu.



(2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan secara bertahap.

(3) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan
peringatan tertulis atas pelanggaran yang dilakukan oleh Pengusaha.

(4) Tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b merupakan sanksi yang diberikan oleh unit pelayanan
publik tertentu kepada Pengusaha yang tidak melaksanakan kewajiban

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan Pasal 46 ayat (1) di atas tegas dikemukakan bahwa pengusaha
yang melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1), Pasal 6 ayat (1), Pasal 8 ayat (1), Pasal
9, Pasal 23, Pasal 37 ayat (1), dan/atau Pasal 39 ayat (3) dapat dikenakan sanksi
teguran tertulis hingga tidak mendapatkan pelayanan dari pemerintah. Ketentuan
Pasal 2 ayat (1) terkait dengan kewajiban pengusaha mengikutsertakan karyawan
atau pekerja sebagai peserta di dalam program JKP.Ketentuan Pasal 8 ayat (1)
mengatur tentang adanya kewajiban pengusaha dalam mengikutsertakan pekerja
yang memiliki hubungan kerja lebih dari 1 pengusaha ke dalam program JKP. Di
sini, program JKP di atas merupakan satu-satunya jalan bagi pekerja yang di PHK
untuk dapat dipenuhi haknya atas jaminan sosial yang berupa manfaat uang tunai.

Sekiranya kewajiban ini dilanggar pengusaha dengan tidak melaksanakan
kewajiban tersebut, seperti tidak mengikutsertakan pekerja menjadi peserta dalam
program JKP dan pekerja yang kehilangan pekerjaan karena PHK tersebut tidak
mendapatkan hak jaminan sosialnya maka pengusaha dapat ditegur secara tertulis
hingga tidak mendapatkan layanan dari pemerintah sebagaimana ditetapkan pada
Pasal 46 PP Nomor 37 Tahun 2021.

Menurut penulis, sanksi teguran dan sanksi tidak mendapatkan pelayanan
publik sebagaimana diatur di dalam PP Nomor 37 Tahun 2021 tersebut cenderung
masih kurang memadai. Apalagi dalam peraturan tersebut tidak dijelaskan secara
lebih jauh apa dan bagaimana mekanisme dan bentuk sanksi administratif tersebut

baik dalam kategori teguran tertulis maupun tidak mendapatkan layanan publik.



Di sini perlu ada penegasan bahwa tidak cukup dengan hanya menerbitkan surat
teguran tertulis kepada pengusaha, mesti ada langkah lebih konkrit, misalnya ada
upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pekerja melalui jalur pengadilan untuk
mendapatkan haknya. Langkah lainnya misalnya dengan melakukan upaya paksa
kepada pengusaha untuk memberikan manfaat berupa jaminan sosial yang sudah
diabaikannya sementara peraturan perundang-undangan telah mewajibkannya. Di
sisi lain, persoalan yang muncul adalah tidak semua pekerja mengetahui prosedur
dan proses pengaduan kepada Dinas tenaga Kerja terkait hak-hak yang dilanggar
oleh perusahaan.

Bagi penulis, jika ditinjau dari aspek regulasi hukum masih perlu adanya
aturan lebih konkrit tentang sanksi hukum terhadap pelaku usaha yang melakukan
PHK tanpa pemenuhan jaminan sosial, bukan hanya sanksi administratif seperti
tersebut dalam Pasal 46 (berupa teguran tertulis dan tidak mendapat layanan dari
pemerintah), tetapi juga sanksi perdata dalam bentuk kompensasi atau gantu rugi
yang idealnya diwajibkan kepada setiap perusahaan yang tidak menjalankan serta

mengabaikan kewajibannya terhadap pekerja yang di PHK.



BAB EMPAT
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik
dua kesimpulan sebagai berikut:

1. Jaminan sosial bagi tenaga kerja yang mengalami Pemutusan Hubungan
Kerja (PHK) ialah hak yang wajib dipenuhi oleh perusahaan. Pemenuhan
jaminan sosial kerja tersebut terkait manfaat uang tunai, akses informasi
pasar kerja dan pelatihan kerja seperti diatur dalam Peraturan Pemerintah
Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan
Kehilangan Pekerjaan. Akan tetapi, hak jaminan sosial yang diatur dalam
ketentuan tersebut tidak dipenuhi oleh beberapa perusahaan yang ada di
Kota Banda Aceh dan Aceh Besar. Jaminan sosial tidak dipenuhi
dikarenakan pihak perusahaan tidak mengikutsertakan para pekerja dalam
program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), sementara melalui program
JKP inilah pihak pekerja yang di PHK mendapatkan jaminan sosial.

2. Asas keadilan hukum dalam pemenuhan jaminan sosial terhadap tenaga
kerja yang mengalami PHK dalam bentuk Jaminan Kehilangan Pekerjaan
(JKP) adalah bagian dari upaya mewujudkan keadilan hukum bagi pekerja.
Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan beberapa perusahaan
di Kota Banda Aceh dan Aceh Besar belum sesuai dengan keadilan
hukum. Berdasarkan beberapa kasus yang ada di beberapa perusahaan di
Kota Banda Aceh tidak sesuai dengan esensi dari keadilan hukum
normatif-prosedural. Maka, Pemerintah Kota Banda Aceh melalui Dinas
Tenaga Kerja pada dasarnya dapat memberikan sanksi kepada perusahaan-
perusahaan yang melakukan PHK yang tidak memenuhi hak pekerja atau
karyawan berupa hak jaminan sosial, baik dalam bentuk sanksi admistrasi
berupa teguran tertulis ataupun sanksi tidak mendapatkan pelayanan

publik sebagaimana diatur Pasal 46 PP Nomor 37 Tahun 2021.
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B. Saran
Mengacu kepada kesimpulan sebelumnya, maka dapat direkomendasikan
ke dalam beberapa poin saran sebagai berikut:

1. Pengusaha/perusahaan sebagai pihak pemberi kerja yang menggunakan
jasa pekerja/buruh, dalam tindakan pemutusan hubungan kerja (PHK)
pemberi kerja harus mempersiapkan hak dan kewajiban pekerja/buruh.
Karena pada dasarnya perkerja yang telah di PHK tentu akan kehilangan
pekerjaan yang berimbas pada kelangsungan hidup. Kemudian, bagi
pekerja/buruh yang di PHK berhak mempertahankan dan mempertanyakan
hak-haknya kepada pengusaha/perusahaan yang harus diterima, jika
pemberi kerja tidak memenuhi hak pekerja, maka pekerja dapat melakukan
tuntutan sesuai dengan aturan yang berlaku.

2. Pada proses dan mekanisme Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tersebut
tidak diikuti dengan aturan pemenuhan jaminan sosial bagi tenaga kerja.
Maka, Perlu adanya peraturan lebih lanjut mengenai mekanisme dan
kelanjutan dari sanksi administrasi dan sanksi tidak mendapatkan
pelayanan publik. Aturan tambahan tersebut di dalam prospeknya dapat
dijadikan sebagai landasan bagi pemerintah yang ada di daerah-daerah
dalam menindak tegas pengusaha yang mengabaikan kewajibannya
terhadap tenaga kerja yang di PHK. Salah satunya di antara aturan
tambahan tersebut memuat terkait penegakan sanksi secara perdata pada
perusahaan dalam bentuk upaya paksa baik oleh putusan pengadilan
maupun oleh dinas terkait untuk memberikan kompensasi kepada pekerja
yang di PHK.
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PHK Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 Tentang
Penyelenggaraan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (Studi Kasus Di Kota Banda Aceh)

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami
mengucapkan terima kasih.
Banda Aceh, 28 Agustus 2023
an.Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,

Berlaku sampai : 23 November b
2023 Hasnul Arifin Melayu, M.A.

Gambar 1: Surat Permohonan Melakukan Penelitian di Dinas Tenaga Kerja Kota
Banda Aceh.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
JI. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniy.ac.id

Nomor  :3044/Un.08/FSH.I/PP.00.9/08/2023

Lamp -
Hal : Penelitian Ilmiah Mahasiswa
Kepada Yth,

1. PT. Hamparan Motor CND ( lamteumen)
2. CV. Biomass Energy

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : SILA YULIANA MAYSA /190106013
Semester/Jurusan : X1 / llmu Hukum
Alamat sekarang : JI. T. Musa, Dusun [l Lamlagang, B. Raya, B. Aceh

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud
melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangkapenulisan Skripsi
dengan judul Analisis Pemenuhan Hak Jaminan Bagi Tenaga Kerja Yang Telah Di
PHK Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 Tentang
Penyelenggaraan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (Studi Kasus Di Kota Banda Aceh)

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami
mengucapkan terima kasih.
Banda Aceh, 04 Agustus 2023
an.Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,

Berlaku sampai : 31 Agustus =
2023 Hasnul Arifin Melayu, M.A.

Gambar 2: Surat Permohonan Melakukan Penelitian di Perusahaan PT.
Hamparan Motor dan CV. Biomass Energy



Lampiran 4: Surat Balasan Dari Instansi Tempat Penelitian

PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
DINAS TENAGA KERJA

Jalan Sukarno — Hatta KM 2 No. 4 Mibo Kecamatan Banda Raya
Banda Aceh Telp. (0651) 44391
email: disnakerbandaaceh@gmail.com, website: disnaker.bandaacehkota.go.id

SURAT KETERANGAN
Nomor : 560/ 297 /2023

Yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan bahwa :

Nama : Sila Yuliana Masya
Alamat :JIn. T. Musa Gp.Lamlagang Kec. Banda Raya Kota Banda Aceh
Pekerjaan  : Mahasiswi

Telah selesai melakukan pengambilan data- data vang berkaitan dengan judul penelitian
“Analisis Pemenuhan Hak Jaminan Bagi Tenaga Kerja Yang Telah di PHK Ditinjau Menurut
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan
Kehilangan Pekerjaan (Studi Khusus Di Kota Banda Aceh)”.

Demikian Surat Ketarangan ini kami buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan

sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 12 September 2023

-, KEPALA DINAS TENALA KERJA%

' QJ(EH DA ACEH

( AIRUL HAZAML SE, M. i
“-..__Pembina Utama Muda (IV/c)
© NIP“19640506 198603 1003

Gambar :1 Surat Balasan Dari Dinas Tenaga Kerja Kota Banda Aceh



SURAT KETERANGAN

Dengan Hormat,

Kami dari CV. Biomass Energy, menerangkan bahwa :

Nama : SILA YULIANA MAYSA

Nim 2190106013

Fakultas : Syari’ah dan Hukum UIN AR-RANIRY
Jurusan : llmu Hukum

Telah melakukan penelitian dan pengumpulkan data di CV. Biomass Energy untuk

penulisan tugas akhir (skripsi) dengan judul :

“Analisis Pemenuhan Hak Jaminan bagi Tenaga Kerja Yang Telah di PHK
Ditinjau Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 Tentang
Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (Studi Kasus di

Kota Banda Aceh).”

Demikian Surat Keterangan ini dibuat sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 6 September 2023
rV Res s Enecgy

SI EA
Direktur CV. Biomass Energy

Gambar 2: Surat Balasan Dari CV. Biomass Energy



SURAT KETERANGAN

Dengan Hormat,

Kami dari PT. Hamparan Motor ( lamteumen), menerangkan bahwa :

Nama : SILA YULIANA MAYSA

Nim 1190106013

Fakultas i Syari’ah dan Hukum UIN AR-RANIRY
Jurusan : llmu Hukum

Telah melakukan penelitian dan pengumpulkan data di PT. Hamparan Motor
(lamteumen), untuk penulisan tugas akhir (skripsi) dengan judul :

“Analisis Pemenuhan Hak Jaminan bagi Tenaga Kerja Yang Telah di PHK
Ditinjau Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 Tentang
Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (Studi Kasus di

Kota Banda Aceh).”

Demikian Surat Keterangan ini dibuat sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 28 Agustus 2023

!
= Na. 540 - 546 Bants Asth |
49219 Fax 0631.49173 !

Service Advisior

Gambar 3: Surat Balasan Dari PT. Hamparan Motor



Lampiran 5: Protokol Wawancara

PROTOKOL WAWANCARA

Judul/Penelitian Skripsi : Analisis Pemenuhan Hak Jaminan Bagi Tenaga
Kerja yang Telah di PHK Ditinjau Menurut
Peraturan. Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021
tentang  Penyelenggaraan  Program  Jaminan
Kehilangan Pekerjaan: Studi Kasus di Kota Banda

Aceh
Waktu Wawancara : Pukul 15.47-17.23 WIB/11 September 2023
Tempat : Disnaker Kota Banda Aceh
Pewawancara - Sila Yuliana Maysa
Orang yang diwawacarai : T. Hamdan, S.H
Jabatan Narasumber : Mediator Hubungan Industrial Ahli Muda Dinas

Tenaga Kerja Kota Banda Aceh.

Wawancara ini akan meneliti tentang “Analisis Pemenuhan Hak Jaminan Bagi
Tenaga Kerja yang Telah di PHK Ditinjau Menurut Peraturan Pemerintah
Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan
Kehilangan Pekerjaan: Studi Kasus di Kota Banda Aceh” Tujuan dari
wawancara ini untuk melengkapi data dalam penelitian penulis. Data tersebut
akan dilindungi kerahasiaanya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan
terlebih dahulu mendapat persetujuan dari orang yang Diwawancarai.\Wawancara
ini akan membutuhkan waktu selama 75 menit (Tujuh puluh lima menit).

Daftar Pertanyaan :

1. Apakah ada laporan-laporan kasus pekerja yang di PHK oleh perusahaan
secara sepihak? Apakah ada datanya?

2. Apakah tenaga kerja yang sudah di PHK suatu perusahaan dapat dipenuhi
jaminan sosialnya?

3. Bagaimana proses pengajuan pemenuhan hak jaminan sosial perkeja yang
di PHK di Dinas Tenaga Kerja Kota Banda Aceh?

4. Bagaimana langkah Dinas tenaga Kerja Banda Aceh ketika ada laporan
tenaga kerja yang di PHK?

5. Bagaimana dasar hukum pemenuhan hak jaminan sosial bagi tenaga kerja
yang telah di PHK di Kota Banda Aceh?

6. Apa sanksi yang ditetapkan oleh Dinas Tenaga Kerja terhadap perusahaan
yang tidak memenuhi hak jaminan sosial tenaga kerja yang di PHK?



PROTOKOL WAWANCARA

Judul/Penelitian Skripsi : Analisis Pemenuhan Hak Jaminan Bagi Tenaga
Kerja yang Telah di PHK Ditinjau Menurut
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021
tentang  Penyelenggaraan  Program  Jaminan
Kehilangan Pekerjaan: Studi Kasus di Kota Banda

Aceh
Waktu Wawancara : Pukul 11.15-12.00 WIB/26 Agustus 2023
Tempat : PT. Hamparan Motor Banda Aceh
Pewawancara . Sila Yuliana Maysa
Orang yang diwawacarai : Perusahaan
Jabatan Narasumber : Sevice Advisior, Staff Administrasi

Wawancara ini akan meneliti tentang “Analisis Pemenuhan Hak Jaminan Bagi
Tenaga Kerja yang Telah di PHK Ditinjau Menurut Peraturan Pemerintah
Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan
Kehilangan Pekerjaan: Studi Kasus di Kota Banda Aceh” Tujuan dari
wawancara ini untuk melengkapi data dalam penelitian penulis. Data tersebut
akan dilindungi kerahasiaanya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan
terlebih dahulu mendapat persetujuan dari orang yang Diwawancarai.\WWawancara
ini akan membutuhkan waktu selama 75 menit (Tujuh puluh lima menit).

Daftar Pertanyaan:

Apakah ada tenaga kerja yang diberhentikan secara sepihak atau PHK?
Apa alasan perusahaan dalam melakukan PHK?

Apakah ada pemenuhan hak jaminan sosial tenaga kerja yang di PHK?
Bagaimana dasar hukum pemenuhan hak jaminan sosial bagi tenaga kerja
yang telah di PHK di Kota Banda Aceh?

el NS



PROTOKOL WAWANCARA

Judul/Penelitian Skripsi : Analisis Pemenuhan Hak Jaminan Bagi Tenaga
Kerja yang Telah di PHK Ditinjau Menurut
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021
tentang  Penyelenggaraan  Program  Jaminan
Kehilangan Pekerjaan: Studi Kasus di Kota Banda

Aceh
Waktu Wawancara : Pukul 11.15-12.00 WIB/5 September 2023
Tempat : PT. Hamparan Motor Banda Aceh
Pewawancara . Sila Yuliana Maysa
Orang yang diwawacarai : Pekerja/Karyawan
Jabatan Narasumber : Admin, Karyawan Lapangan

Wawancara ini akan meneliti tentang “Analisis Pemenuhan Hak Jaminan Bagi
Tenaga Kerja yang Telah di PHK Ditinjau Menurut Peraturan Pemerintah
Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan
Kehilangan Pekerjaan: Studi Kasus di Kota Banda Aceh” Tujuan dari
wawancara ini untuk melengkapi data dalam penelitian penulis. Data tersebut
akan dilindungi kerahasiaanya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan
terlebih dahulu mendapat persetujuan dari orang yang Diwawancarai.\WWawancara
ini akan membutuhkan waktu selama 75 menit (Tujuh puluh lima menit).

Daftar Pertanyaan

1. Apa alasan perusahaan melakukan PHK?

2. Apakah ada pemenuhan hak jaminan sosial bagi tenaga kerja yang telah di
PHK?

3. Apa langkah-langkah yang dilakukan ketika di PHK secara sepihak
oleh perusahaan?



Lampiran 6: Dokumentasi

: N

_— ~

ngan Bapak T. Hamdan S.H di Kantor Dinas Tenaga
Kerja Kota Banda Aceh.

Gambar 1: Wawancara d

|

Gambar 3: Wawancara dengan salah satu karyawan di PT. Hampafan Motor



Gambar 5:'awancra dengan Pekerja Lapangan CV. Biomass Energy
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